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Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh belanja daerah dalam 
urusan belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi serta 
pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan dan dibatasi dengan menganalisis data sekunder 
kuantitatif waktu antara tahun 2007-2016. 
Penelitian ini merupakan data panel dengan teknik pengolahan data 
menggunakan metode regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis dengan bantuan software E-Views 5.0 for Windows. Sumber data berasal 
dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat Statistik, jurnal-jurnal ilmiah, 
berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian serta Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel belanja 
daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil 
regresi menunjukkan bahwa sebesar 64% variasi variabel independen dapat 
menjelaskan variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi 
Sulawesi Selatan sedangkan sisanya sebesar 36 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 
diluar model estimasi. Secara parsial variabel belanja pendidikan (X1) dan belanja 
dan kesehatan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Belanja 
Ekonomi (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi (X4) tidak berpengaruh signifikan 








Kata Kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Ekonomi, 
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 





A. Latar Belakang 
 Pembangunan manusia (Human Development) dirumuskan sebagai 
perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya 
pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar agar dapat 
sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan. Diantara berbagai 
pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, 
untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya 
yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (Todaro, 2011: 87). 
  Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang 
mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan 
hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, 
keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia 
yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2011: 102). 
Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan 
manusia, UNDP telah menetapkan sebuah tolak ukur yaitu Indeks Pembangunan 
Manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, 
yaitu; angka harapan hidup pada waktu lahir (Life Expectancy At Birth), angka 
melek huruf penduduk dewasa (Adult Literacy Rate) dan rata-rata lama sekolah 
(Mean Years of Schooling), dan kemampuan daya beli (Purchasing Power 
Parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka 
melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan 
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 dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (BPS, 2017).  
Pendapat Todaro bersesuaian dengan ketentuan Islam bahwa kesehatan 
merupakan kesejahteraan setiap manusia dan perlunya kita menjaga kesehatan 
dari setiap hal yang kotor, hal ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 
145 yaitu: 
                         
                                  




“Katakanlah:“Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 
kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 
mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau 
binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang 
dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak 
(pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang” (QS. Al-An’am: 145). 
 Kemudian pentingnya pendidikan itu merupakan hak setiap orang untuk 
dapat menggapai hidup yang lebih baik karena manusia yang berkualitas mampu 
bersaing dan memiliki modal untuk meningkatkan taraf hidupnya, hal ini sesuai 
ketentuan Islam yang menyeruhkan ummatnya untuk menuntut ilmu dengan kunci 
membaca. Terdapat dalam Al-qur’an,Surah Al-‘Alaq ayat 1-5  yaitu: 
                                   






”Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, danTuhanmu-lah 
yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran 
kalam.Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui”. 
(QS.Al-‘Alaq: 1-5) 
 Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional negara Indonesia 
adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan 
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan negara yang sedang berkembang terus 
berusaha untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang (Jhingan,2014: 70). 
Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang senantiasa 
memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan tersebut 
yang mendukung kemajuan dari sebuah negara di antaranya adalah sumber daya 
manusia. Jika suatu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi minim 
sumber daya manusia, maka akan sulit untuk memajukan negaranya tetapi sumber 
daya manusia yang baik tentunya akan dapat mengelolah kekayaan yang dimiliki 
suatu negara dengan baik pula. Sebagaimana tujuan pembangunan manusia adalah 
menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan mendukung manusia agar dapat 
menikmati hidup yang lama, sehat dan kreatif (Sukirno, 2015: 84). 
 Mengenai kewajiban daerah dalam APBD yang merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam  masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 
Januari sampai dengan 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum 
yang digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar 
jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum 
yang diperlukan. Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan 
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maka akan semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana  pelayanan publik 
(BPS, 2017). 
Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah 
pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut 
dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang 
pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 
Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya 
sendiri salah satunya adalah kewenangan dalam mengatur APBD (Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah).  
APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang   
didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga 
berbagai belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang 
kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi 
yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi 
untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana 
dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta.  
APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan 
kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat 
memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana 
tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan 
daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan 
belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (BPS, 2015a) 
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 Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 
mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar 
belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).  
Jika diingat pada masa pemerintahan orde baru, kepengurusan menyangkut 
pemerintahan dan keuangan masih terpusat. Sejak otonomi daerah itulah 
desentralisasi kepengurusan daerah terjadi. Desentralisasi adalah bagaimana setiap 
daerah mampu mengelola anggaran pembangunan serta seluruh aspek ekonomi 
secara mandiri. Desentralisasi akan menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain 
(1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat 
dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 
(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang 
tersedia di masing-masing daerah. (2) Memperbaiki alokasi sumber daya 
produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat 
pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap 
(Awari, 2015: 8). 
Sektor pendukung dimensi IPM yang terkandung dalam anggaran belanja 
pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tentunya juga 
memegang peranan. Kebutuhan yang berbeda pada tiap daerah kabupaten/kota 
juga membuat perbedaan pengalokasian anggaran dan tentunya juga berimbas 
pada pencapaian IPM. Walaupun angka IPM tersebut mengalami peningkatan, 
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namun pencapaian tersebut masih jauh dan belum mampu mencapai hasil yang 
diharapkan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016 yang menargetkan Sulawesi Selatan 
masuk 10 besar provinsi dengan nilai IPM tertinggi secara nasional. 
Dalam prioritas belanja, peningkatan pembangunan manusia akan 
meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan 
manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM mengalami 
peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga 
akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, 
pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi 
jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011: 5). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Irawan, yang meneliti mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia menemukan adanya hubungan 
positif antara PDB, anggaran belanja pemerintah dan penanaman modal asing 
terhadap IPM sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh 
signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM  di  Indonesia 
(Irawan, 2014: 3). 
  Di Indonesia bagian timur, Provinsi Sulawesi Selatan disorot sebagai 
salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dana 
Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor-sektor penunjang pembangunan 
manusia seperti sektor pendidikan, kesehatandan ekonomi juga turut mengalami 
peningkatan anggaran. Data publikasi BPS memperlihatkan bahwa IPM Sulawesi 
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Selatan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada 
tabel 1.1 berikut: 









2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kab. Selayar 
        
6.40  68.23 68.86 69.34 70 70.49 71 63.66 64.32 65.5 19 
2 Kab. Bulukurnba 
      
69.27  69.87 70.55 71.19 71.77 73.3 73.21 65.24 65.58 6.,80 18 
3 Kab. Bantaeng 
      
68.33  68.87 69.4 70.1 70.66 71.51 72.22 65.77 66.2 67.1 15 
4 Kab. Jeneponto 
      
63.42  64.04 64.54 64.92 65.27 65.6 66.22 61.45 61.61 61.9 23 
5 Kab. Takalar 
      
66.95  67.49 68.04 68.62 69.09 70.14 70.77 63.53 64.07 64.6 21 
6 Kab. Gowa 68.87 69.37 70 70.67 71.29 71.6 72.12 66.12 66.87 67.2 12 
7 Kab. Sinjai 68.24 68.74 69.21 69.53 70.16 70.64 71.45 63.83 64.48 65.1 20 
8 Kab. Maros 69.22 69.85 70.55 71.12 71.74 72.54 73.48 66.65 67.13 67.88 11 
9 
Kab. Pangkajene 
Kepulauan 67.73 68.3 69.07 69.43 69.89 70.65 71.26 66,.16 66.65 67.12 14 
10 Kab. Barru 68.97 69.54 70.3 70.86 71.19 71.7 72.16 67,.94 68.64 69.13 8 
11 Kab. Bone 68.34 68.96 69.63 70.17 70.77 71.47 72.08 62.09 63.11 63.77 22 
12 Kab. Soppeng 70.26 70.76 71.26 71.89 72.23 72.57 73.31 64.74 65.33 65.95 16 
13 Kab. Wajo 68.04 68.72 69.44 70.22 71.04 71.67 72.55 66.49 66.9 67.2 13 
14 
Kab. Sidenreng 
Rappang 71.18 71.74 72.06 72.37 72.74 73.36 74.05 68.14 69 69.2 7 
15 Kab. Pinrang 71.43 71.91 72.61 73.21 73.8 74.39 74.87 68.92 69.24 69.7 6 
16 Kab. Enrekang 73.32 73.76 74.19 74.55 74.84 75.3 75.67 69,.37 70.03 70.4 5 
17 Kab. Luwu 72.46 72.96 73.59 73.98 74.42 74.68 75.33 67.34 68.11 68.88 10 
18 Kab. Tana Toraja 70.18 70.81 71.39 71.84 72.29 72.9 73.76 65.08 65.75 66.1 17 
19 Kab. Luwu Utara 72.55 73.15 73.65 74.32 74.69 74.97 75.36 66.9 67.44 67.98 9 
20 Kab. Luwu Timur 71.67 71.73 72.29 72.79 73.11 73.56 73.96 69.75 70.43 70.6 4 
21 Kab. Toraja Utara 68.1 68.41 68.92 69.56 70.15 71.04 71.69 66.15 66.76 67.88 12 
22 Kota Makassar 77.33 77.92 78.24 78.79 79.11 79.49 80.17 79.35 79,94 80.14 1 
23 Kota Pare Pare 76.47 76.97 77.45 77.78 78.19 78.63 79.02 75.66 76.31 77.4 2 
24 Kota Palopo 75.37 75.8 76.11 76.55 76.85 77.28 77.7 75.65 76.27 76.77 3 
  Provinsi 69.62 70.22 70.94 71.62 72.14 72.7 73.28 73.3 73.5 73.89   
Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
Pada tabel 1.1 tahun 2007 IPM Provinsi Sulawesi Selatan  sebesar 69,62 persen 
dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016 mencapai angka 73,89 
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persen. Jika dilihat berdasarkan pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan, 
selama kurun waktu 2007-2016 ini menggambarkan IPM Provinsi Sulawesi 
Selatan terus mengalami peningkatan  namun angkanya masih relatif lebih rendah 
dibandingkan angka IPM Nasional. Menurut BPS (2017) UNDP membedakan 
tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: Low (IPM kurang dari 50), Lower-
Medium (IPM antara 50 dan 65,99), Upper-Medium (IPM antara 66 dan 79,99) 
dan High (IPM 80 ke atas). Berdasarkan klasifikasi dari UNDP tersebut, nilai IPM 
Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2007-2016 masih termasuk 
kategori menengah-atas/ Upper-Medium (IPM antara 66 dan 79,99). 
 Adapun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi  
peringkat utama dalam peningkatan IPM selama kurun waktu periode 2007-2016 
adalah Kota Makassar yakni pada tahun 2007 persentase IPM-nya telah mencapai 
77,33 persen hingga pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 80,14 persen. 
Kemudian disusul oleh Kota Pare-Pare, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur. 
 Belanja pemerintah untuk sektor kesehatan tidak jauh berbeda dengan 
belanja pemerintah sektor pendidikan yang masih minim dimana pada tahun 2009 
belanja pemerintah bidang kesehatan hanya sebesar 172.567.323.456 rupiah total 
belanja APBD Sulawesi Selatan sebesar 2.455.558.026.755 rupiah dan didalam 
belanja pemerintah bidang pendidikan hanya sebesar 87.123.456.654 rupiah dari 
total belanja APBD Sulawesi Selatan. Rendahnya belanja pemerintah akan 
mempengaruhi kualitas SDM khususnya dikedua sektor ini. (BPS, 2015b). 
 Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program peningkatan 
SDM secara tepat dan berkesinambungan dengan alokasi anggaran yang 
memadai. Disisi Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, menggambarkan bahwa 
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pertumbuhan ekonominya dari tahun 2007-2016 mengalami fluktuasi seperti pada 
gambar 1.1 berikut: 
Gambar 1.1 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
 
 
*)Pertumbuhan Ekonomi  diproyeksi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2000 dan 2010,Tahun2007-2016 
(Dalam  persen), data diolah. Sumber: BPS Tahun 2017. 
 Pada Gambar 1.1 memperlihatkan, dari laju pertumbuhan ekonomi 
nampak bahwa selama periode 2007-2016 tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi 
Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2007 sebesar 6,34 persen, 
melambat pada tahun 2008 sebesar 7,78 persen, kemudian kembali menurun 
menjadi 6,23 persen pada tahun 2009dan terus meningkat selama dua tahun 
kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 
8,87 persen. Akan tetapi pada tahun 2013 melambat kembali menjadi 7,63 persen. 
Tahun 2012 meningkat sebesar 8,37 persen dan terakhir kembali melemah pada 
tahun 2015 dan 2016 berkisar 7,15 dan 7,41 persen. 
Menurut Studi yang telah dilakukan oleh Winarti, belanja ekonomi telah 
berkontribusi positif dalam mendorong pembangunan manusia dan pertumbuhan 
ekonomi, belanja kesehatan berkontribusi pada pembangunan manusia, belanja 
pendidikan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan
Ekonomi (%)









memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pembangunan manusia. Hasil 
penelitian juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan 
ekonomi dengan pembangunan manusia (Winarti, 2014: 5), 
 Kembali pada permasalahan yang sering muncul terkait dengan kualitas 
belanja daerah adalah rendahnya kualitas perencanaan daerah. Faktor yang 
mempengaruhi kualitas belanja daerah antara lain SDM, SDA, faktor kebijakan, 
dan komitmen dari pemerintah daerah itu sendiri untuk memprioritaskan 
kepentingan publik terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia  (BPS, 
2015c). 
 Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh 
mana pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja sektor  
pendidikan, belanja sektor kesehatan, belanja sektor ekonomi dan pertumbuhan 
ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi 
Sulawesi Selatan periode 2007-2016, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan 
Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di  Provinsi Sulawesi 
Selatan Periode 2007-2016”. 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Belanja Daerah Sektor Pendidikan Berpengaruh terhadap Indeks 




2. Apakah Belanja Daerah Sektor Kesehatan Berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016? 
3. Apakah Belanja Daerah Sektor Ekonomi Berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016? 
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah 
yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016. 
2. Menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016. 
3. Menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Sektor Ekonomi terhadap Indeks 




4. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat teoritis: 
a. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang 
ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau 
variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi IPM. 
b. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi 
mengenai belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia. 
2. Manfaat praktis:  
Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat 










A. Landasan Teori 
1. Pembangunan Manusia 
 Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam 
laporannya “Global Human Development Report” memperkenalkan konsep 
“Pembangunan Manusia (Human Development)” sebagai paradigma baru model 
pembangunan. Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (United Nation 
Development Program) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan 
bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi 
tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan 
sarana (principal means) untuk tujuan tersebut (Sukirno, 2015: 76). 
 Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung 
dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara 
penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan. Konsep 
luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia 
diantara dimensi kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan panjang, 
mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak. Tanpa dimensi 
dasar ini, maka dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan untuk 
berpartisipasi dalam komunitas, penghargaan diri dan lain-lain tidak dapat dicapai. 
Pembangunan manusia merupakan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat 
dan meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia disekeliling 
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pembangunan. Pembangunan manusia memiliki dua sisi: pertama, fungsi dari 
keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu untuk keseimbangan 
kehidupan dan tujuan produksi. 
 Sebagaimana laporan UNDP yang ditulis oleh Sukirno, bahwa dasar 
pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian dan 
merupakan akhir dari sasaran pembangunan. 
b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 
penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh 
karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk 
secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata. 
c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 
meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya 
memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal. 
d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, 
pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan 
di suatu negara dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya 
(Sukirno, 2015: 81). 
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal 
pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, penduduk harus dimampukan 
untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses 
penciptaan pendapatan dan nafkah. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu 
dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-
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dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya yang tidak seluruhnya dapat 
diukur seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, dan kemerataan 
antar generasi dalam masyarakat (Subandi, 2014: 68). 
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
 IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah 
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun 
melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang 
dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut 
memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur 
dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Untuk mengukur 
dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-
rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan 
indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) (BPS, 2017). 
 IPM kemudian disempurnakan oleh United Nation Development 
Programme, alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran 
keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah 
cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan 
dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia 
adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan 
kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan (Subandi, 2014: 70). 
 Adapun komponen-komponen IPM menurut UNDP sebagai berikut: 
1) Angka Harapan Hidup (AHH) 
AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh 
seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan 
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pendekatan tidak langsung (Indirect Estimation). Ada dua jenis data yang  
digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir 
Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum 
dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai 
besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara di dunia). 
Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas 
atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 
tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. 
2) Tingkat  pendidikan 
Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, 
yaitu rata-rata lama sekolah (Mean Years Schooling) dan angka melek 
huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang 
digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan 
menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua 
indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-
rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi 
bobot dua per tiga. 
Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai 
kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, 
adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan 
kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, 
dannilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas 
maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas 
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minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan 
tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas. 
3) Standar Hidup Layak 
Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah 
standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak 
menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk 
sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi sedangkan BPS dalam 
memperhitungkan standar hidup layak menggunakan rata-rata belanja per 
kapita riil. 
b. Metode Perhitungan IPM dan Komponennya 
 Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Penyusunanuntuk setiap komponen 
IPM dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 
1) Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-
masing komponen IPM (kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak) 
dengan hubungan matematis sebagai berikut: 
Indeks (Xi) = (Xi - Xmin)/ (Xmaks - Xmin)………………………....(1) 
Keterangan: 
Xi  = Indikator komponen IPM ke-i (i = 1,2,3) 
Xmaks  = Nilai maksimum Xi 
Xmin  = Nilai minimum Xi 
2) Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana 
dari masing-masing indeks Xi dengan hubungan matematis: 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) = 1/3 Xi 




X1 = Indeks angka harapan hidup 
X2= 2/3 (Indeks melek huruf) + 1/3 (Indeks rata-rata lama sekolah) 
X3 = Indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan 
2. Teori Belanja Pemerintah 
a. Teori Rostow dan Musgrave 
Model ini diperkenalkan dandikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 
menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, 
dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, 
presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena 
pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, 
kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya 
pembangunan ekonomi, Investasi pemerintah masih diperlukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat pada 
tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar (Subandi, 2014: 80). 
b. Teori Adolf Wagner 
Adolf Wagner menyatakan bahwa belanja pemerintah dan kegiatan 
pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner 
disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya 
yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dankehidupan 
ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa 
dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka 
secara relatif belanja pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan 
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karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 
hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan 
hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya 
belanja pemerintah yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan 
ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi 
perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan (Sukirno, 2015: 89). 
c. Teori Peacock dan Wiseman 
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan belanja pemerintah. 
Pemerintah selalu berusaha memperbesar belanjanya dengan mengandalkan 
memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai 
pembayaran pajak yang besar untuk membiayai belanja pemerintah yang 
semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 
belanja pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal 
meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin 
besar, begitu juga dengan belanja pemerintah menjadi semakin besar.Peacock 
dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat 
mempunyai suatu tingkat toleransi pajak. 
d. Konsep Belanja Pemerintah 
Sebagian dari belanja pemerintah adalah untuk membiayai administrasi 
pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-
kegiatan pembangunan dan beberapa bidang penting yang akan dibiayai 
pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai 
sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk 
angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting 
20 
 
artinya dalam pembangunan. Dalam APBN belanja pemerintah Indonesia 
secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: 
1) Belanja Rutin 
Belanja rutin adalah belanja yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah 
setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda 
pemerintahan. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, 
subsidi pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja 
pemeliharaan dan belanja perjalanan. 
2) Belanja Pembangunan 
Belanja pembangunan adalah belanja yang dilakukan pemerintah untuk 
pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal 
masyarakat. Menurut Sukirno (2015), pemerintah memiliki 4 peran yaitu: 
a) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya 
ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal. 
b) Peran distributif, yaitu perananpemerintah dalam mendistribusikan sumber 
daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. 
c) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas 
perekonomian apabila berada dalam keadaan disequilibrium. 
d) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses 
pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.  
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic 
Product) atau naiknya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu 
Negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi 
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milik warga negaranya dan milik penduduk di Negara-negara lain yang ada dalam 
suatu negara (Sukirno, 2012: 29).  
Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu :   
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 
Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan 
penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa 
pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan 
yaitu “The Law of Deminishing Return” dan kemajuan teknologi. Sedangkan 
menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis 
perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan 
perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus pengahambat 
pembangunan seperti adat istiadat dan kepercayaan. Dari beberapa pendapat 
Ahli Ekonomi Klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, 
yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat 
teknologi yang  dicapai. 
2) Kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk. 
3) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan 
modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai “Stationary 
State”, yaitu suatu keadaan dimana perkembanagan ekonomi tidak terjadi 
sama sekali. 
4) The law of deminishing return berlaku untuk segala kegiatan ekonomi 
sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang akan menurunkan 
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tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat 
sewa tanah (Jhingan, 2014: 88). 
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 
Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan Neo-Klasik 
yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada 
pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, 
kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan 
JE Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut yaitu: 
1) Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam kegiatan 
pembangunan ekonomi. 
2) Perkembangan merupakan proses yang gradual. 
3) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. 
4) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan. 
5) Aspek internasioanl yang merupakan faktor bagi perkembangan. 
Selanjutnya menurut Solow, yang menjadi faktor terpenting dalam 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertambahan modal dan 
tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan 
pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Jhingan, 2014: 265) 
c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern 
1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Rostow 
Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang 
menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, 
struktur sosial, nilai sosial dan struktur kegiatan ekonominya dan dalam 
bukunya yaitu “The Stages of economic” (1960), Rostow mengemukakan 
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tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap 
negara pada umumnya kedalam lima tahap yaitu: 
a) The Traditional Society(masyarakat tradisional) 
b) Persyaratan tinggal landas 
c) Tinggal landas 
d) Menuju kematangan 
e) Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi (Jhingan, 2014: 142). 
2) Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Menurut Kuznet 
Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang 
untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat 
kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan 
teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya. 
 
B. Pengaruh Antar Variabel 
1. Pengaruh Belanja Daerah di Sektor Pendidikan terhadap IPM 
Investasi SDM yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya 
belanja pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu 
faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan adanya 
bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang 
layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan 
pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong 
peningkatan sumber kualitas SDM melalui bidang pendidikan. 
 Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam 
menunjang pembangunan nasional. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 
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20% dari APBN untuk bidang  pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 49 
mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya  
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor  
pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Menurut Meier (2012) menjelaskan 
bahwa tingginya belanja pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh 
terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah 
murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih 
tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia 
bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan 
teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu 
bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk 
mencapai tujuan tersebut (Winarti, 2014: 2). 
 Hasil penelitian yang dilakukan Sanggelorang, menunjukan bahwa 
Pengaruh Belanja Pemerintah di sektor pendidikan, berpengaruh terhadap IPM di 
Provinsi Sulawesi Utara, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara alokasi dana 
yang besar setiap tahunnya di sektor pendidikan, sehingga IPM di Provinsi 
Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan (Sanggelorang, 2012: 5). 
 Asumsi yang digunakan dalam Teori Human Capital adalah bahwa 
pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan 
masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal 
pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat 
(Subandi, 2014: 93). 
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2. Pengaruh Belanja Daerah di Sektor Kesehatan terhadap IPM  
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa 
kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. 
Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi 
setiap penduduknya. Modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting 
daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Bilal, 2012: 5). 
 Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh 
karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pembangunan 
manusia dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, 
peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat 
penting dalam pembangunan manusia (Todaro, 2011: 85). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2015), menunjukkan bahwa 
belanja pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
IPM Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah di sektor 
kesehatan mengalami peningkatan yang cukup tajam, dengan tingginya perhatian 
pemerintah dalam pengalokasian belanja di sektor kesehatan sehingga indikator 
dasar kesehatan membaik dan produktivitas penduduk ikut meningkat yang 
otomatis akan memicu pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.  
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifin, menunjukkan bahwa belanja 
pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Indeks 
pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013 
ditentukan oleh belanja pemerintah sektor kesehatan, hal ini dikarenakan setiap 
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kali pemerintah melakukan peningkatan belanjanya khususnya pada sektor 
kesehatan ini akan meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Timur (Arifin, 2015: 6). 
3. Pengaruh Belanja Daerah di  Sektor Ekonomi terhadap IPM 
Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua 
golongan utama yaitu belanja pengunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah 
dan investasi pemerintah. Investasi pemerintah merupakan belanja pemerintah 
disektor ekonomi  meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana 
seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa 
bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah 
atas produk nasional karena belanja tersebut untuk membeli barang dan jasa 
(Sukirno, 2015: 97). 
Belanja pemerintah memegang peranan penting terutama dalam 
menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan 
menentukanpengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi 
akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong 
laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014: 88). 
4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM 
 Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi 
secara agregat dapatdihitung melalui PDRB yang rata-rata tertimbang dari tingkat 
pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi 
besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat 
pertumbuhan ekonomi secara agregatif (Sukirno, 2012:17). 
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 Menurut Fatmasari dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Belanja 
Pemerintah di Sektor pendidikan, Kesehatan dan IPM Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkanbahwa peningkatan pertumbuhan 
ekonomi menjadikanperubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. 
Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi 
pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat 
daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat 
ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan 
(Fatmasari, 2014: 4). 
C. Tinjauan Empiris 
Paddu dkk, dalam jurnal dengan judul Pengaruh Belanja Pemerintah 
Sektor pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap IPM dan Pertumbuhan 
Ekonomi Kabupaten Sinjai, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja 
pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui IPM Kabupaten Sinjai dan tingkat pendidikan 
tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat 
disarankan beberapa hal, yaitu: (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja 
sektor pendidikan dan belanja sektor kesehatan melalui IPM berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. (2) Melihat bahwa peningkatan IPM Kabupaten Sinjai 
yang masih tergolong lambat, maka diharapkan Pemerintah Daerah untuk 
memberikan prioritas pada upaya peningkatan kualitas manusia serta perbaikan 
ekonomi masyarakat (Paddu dkk, 2014: 4). 
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 Lestari dkk dalam jurnal dengan judul Pengaruh Belanja Pemerintah dan 
IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri. Hasil penelitiannya yaitu 
Belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan adanya 
peningkatan belanja pemerintah akan berpengaruh dalam peningkatan 
pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kota Kediri karena kurangnya kesadaran masyarakat Kota Kediri 
terhadap pentingnya  pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Belanja pemerintah 
dan IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri secara 
bersama-sama karena dengan adanya peningkatan belanja pemerintah dan IPM 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri (Lestari dkk, 2011:4). 
 Penelitian yang di lakukan oleh Irawan dalam skripsinya yang berjudul 
“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia” bahwa variabel 
yang terikat dalam penelitian ini adalah IPM, sedangkan variabel bebasnya terdiri 
dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran belanja pemerintah, 
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian 
ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap IPMdi 
Indonesiayaitu PDB, anggaran belanja pemerintah, penanaman modal asing 
(Irawan, 2014: 6) 
 Menurut Arifin dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Belanja 
Pemerintah Sektor Kesehatan, Belanja Pemerintah Sektor pendidikan dan 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Jawa Timur 2006-2013. Kesimpulannya 
bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap IPMdi Jawa Timur tahun 2006-2013, artinya setiap 
29 
 
kali pemerintah meningkatkan belanja anggaran khususnya pada sektor kesehatan 
akan meningkatkan IPM (Arifin, 2014:5), 
D. Kerangka Pikir 
 Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih 
komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada 
semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan 
manusia merupakan  tujuan jangka panjang disuatu masyarakat dan meletakkan 
pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. 
 Untuk menghasilkan SDM yang memadai sebagai aset pembangunan dan 
yang mampu menguasai teknologi serta ilmu pengetahuan dan merupakan salah 
satu upaya dalam membangun watak bangsa. Belanja pemerintah mencerminkan 
kebijakan pemerintah.  
 Pemerintah tidak cukup hanya mencapai tujuan akhir dari setiap 
kebijaksanaan belanjanya. Tetapi juga harus memperhitungkansasaran antara yang 
akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar belanja dengan tujuan 
semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas 
kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa 
yang akan ter-pekerjakan atau meningkat pendapatannya.Dalam penelitian ini, 
variabel-variabel yang mempengaruhi IPMdi Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
besarnya belanja pemerintah dalam hal ini belanja pendidikan, belanja kesehatan, 
serta belanja ekonomi karena faktor-faktor ini merupakan faktor yang diyakini 
berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada skema berikut: 
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Gambar 2.1  
Kerangka Pikir Penelitian 
 










       Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pikir 
terhadap rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Belanja daerah di sektor pendidikan berpengaruh positifdan signifikan 
terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 
2007-2016. 
2. Belanja daerah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan 


















3. Belanja daerah di sektor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 
2007-2016. 
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 








A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian adalah Kota Makassar yang merupakan ibukota 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi 
terkait yang dianggap mewakili ruang lingkup penelitian, sedangkan waktu 
penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Agustus tahun 2017. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, dalam 
bentuk panel data (pooled data) yang menggabungkan data time series periode 
2007-2016 dan data cross section Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Data-
data yang dimaksud yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja 
ekonomi yang diperoleh dari APBD seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan, data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang diproyeksi 
dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan 2010, serta data IPM Provinsi 
Sulawesi Selatan yang diperoleh dari BPS. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara 
mengumpulkan data dan dokumen-dokumen yang sudah ada serta 
berhubungan dengan variabel penelitian, dengan tujuan untuk meneliti, 
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mengkaji, dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan 
dengan penelitian yang akan dilakukan.  
2) Studi literatur, yaitu mempelajari teori-teori yangada atau literatur-literatur 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik dari buku, karya 
ilmiah berupa skripsi dan sejenisnya, artikel, jurnal, internet, atau bacaan 
lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 
 
D. Metode Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan 
belanja ekonomi terhadap indeks IPM di Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan 
metode regresi berganda. Metode regresi berganda adalah metode regresi yang 
melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan 
pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode 
Ordinary Least Square (Metode Kuadrat Kecil). Metode ini bertujuan untuk 
menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel 
yang  diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan  makna dan  
implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan 
akurat.Metode menganalisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis data panel dengan program software Microsoft Excel dan E-views. 
Menurut Prasetyo (2016), data panel (pooled data) atau yang disebut juga 
data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan data time 
series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap 
banyak individu sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari 
waktu ke waktu terhadap suatu individu. Estimasi model yang menggunakan data 
34 
 
panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu Metode Kuadrat Terkecil (Pooled 
Least Square), Metode Efek Tetap (fixed effect) dan Metode Efek Random 
(Random Effect). Penelitian dengan menggunakan data panel dengan Cross Section 
24 kabupaten/kota di  Provinsi Sulawesi Selatan dan time series tahun 2007-2016, 
Y = f (X1,X2, X3, X4) …………………………...…………………….(1) 
Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
Ln Y = β0+ β1Ln X1+ β2Ln X2 + β3Ln X3 + β4Ln X4 + μ ..............(2) 
Keterangan: 
Y = Indeks Pembangunan Manusia 
X1 = Belanja  pendidikan (Rp) 
X2 = Belanja Kesehatan (Rp) 
X3 =Belanja Ekonomi (Rp) 
X4 =Pertumbuhan Ekonomi (Persen), diproyeksi dari nilai PDRB atas dasar 
harga konstan tahun 2000 dan 2010. 
α = intercept/konstanta 
β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi 
μ = error term 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 
analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS).Uji 
asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:  
a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 
normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan 
menggunakan metodek analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara 
histogram. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi 
kolrelasi antara yang tinggi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya 
multikolinearitas dapat dilihat dengan hasil estimasi antar variabel independen 
dengan membandingkan nilai Adjusted R-Square-nya masing-masing variabel 
independen. 
c. Uji Heteroksedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 
ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 
Model regresi yang baik adalah homoksedastisitas atau tidak terjadi 
heteroksedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroksedastisitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik atau melihat Scatter Plot antara 
nilai prediksi variabel dependen dengan residual. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi dapat diatikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-
anggota dari serangkaian obsevasi yang dilakukan. Salah satu metode analisis 
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untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan 
pengujian nilai Durbin Watson (DW-test). 
2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu belanja 
pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3) dan 
pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap variabel dependen yaitu indeks 
pembangunan manusia (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi 
(R2). Koefisien Determinasi (R2) yang kecil atau mendekati nol berarti 
kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel–variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel–variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel 
independen akan menyebabkan peningkatan R2, tidak peduli apakah variabel 
tersebut berpengaruh secara siginifikan terhadap varibel dependen (memiliki 
nilai t yang signifikan). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R2 sebesar 1 
berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada 
hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. 
b. Uji F Statistik 
Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara 
simultan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel 
dependen dengan menggunakan level signifikan 5 persen yaitu belanja 
pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3) dan 
pertumbuhan ekonomi (X4) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu IPM 
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(Y). Kriteria pengujiannya apabila nilai F statistik< F tabel maka hipotesis 
ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F statistik> 
F tabel maka hipotesis diterima. 
c. Uji t Statistik 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing 
variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel 
dependen secara nyata. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen 
terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: H0:β1= 
0 tidak berpengaruh, H1:β1> 0 berpengaruh positif, H1: β1< 0 berpengaruh 
negatif. Dimana β1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai 
parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol artinya tidak ada pengaruh 
variabel X terhadap Y bila t statistik> t-tabel maka H0 diterima (signifikan) 
dan jika F-statistik< F-tabel maka H0 ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan 
untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak,dimana tingkat 
signifikan yang digunakan yaitu 5%. 
E. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
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1. Belanja pendidikan (X1) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD 
untuk membiayai fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
2. Belanja kesehatan (X2) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD 
untuk membiayai fungsi kesehatan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
3. Belanja ekonomi (X3) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD 
untuk membiayai fungsi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
4. Pertumbuhan ekonomi (X4) merupakan sebagai kenaikan PDRB atau 
naiknya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan Provinsi Sulawesi Selatan 
dalam tahun penelitian yang dinyatakan dalam nilai persen yang 
diproyeksikan Atas Dasar Harga Konstan sesuai tahun penelitian. 
5. Indeks Pembangunan Manusia (Y) merupakan indeks komposit yang 
menggabungkan tiga indikator, yaitu pendidikan (Angka Melek Huruf, 
Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan belanja 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 
 Gambaran umum penelitian terdiri dari kondisi geografis daerah penelitian, 
berbagai perkembangan demografis wilayah dan perkembangan perekenomian 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian 
 Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar 
memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Kepulauan 
Indonesia. Tentunya dilihat secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan 
komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran 
internasional, di samping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu 
gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).  
 Posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48’ - 122°36’ Bujur 
Timur dan 0° 12’ - 8° Lintang Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 
Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah 
timur. Batas sebelah barat dan selatan masing-masing adalah Selat Makassar dan 
Laut Flores.Posisi tersebut menempatkannya sebagai pintu gerbang bagi daerah 
Sulawesi lainnya bahkan Kawasan Timur Indonesia melalui perhubungan laut 
(pelabuhan Soekarno-Hatta), darat (titik awal trans-Sulawesi) dan udara (bandar 
udara Sultan Hasanuddin). Di masa lalu, Makassar yang saat ini sebagai ibukota 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pelabuhan internasional baik sebelum 
maupun pada jaman penjajahan, dan ketika Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk 
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pada jaman kemerdekaan. Dengan demikian, dari rentang waktu masa lalu hingga 
masa kini, posisi sebagai pintu gerbang Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, 
bahkan posisi sebagai Center Point of Indonesia, melekat pada provinsi ini. 
 Provinsi Sulawesi Selatan termasuk daerah yang mengalami pemekaran 
wilayah secara signifikan pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Sulawesi 
Selatan awalnya merupakan hasil pemekaran Provinsi Sulawesi pada tahun 1950-
an menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Selatan dan Tenggara. Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Tenggara selanjutnya menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Saat gelombang desentralisasi dan otonomi daerah bergulir di 
Indonesia pada tahun 2000-an, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pemekaran 
kabupaten melalui pemecahan Kabupaten Luwu atas Kabupaten Luwu sendiri, 
Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, 
Kabupaten Polewali Mamasa termekarkan menjadi Kabupaten Polewali Mandar 
dan Kabupaten Mamasa, serta Kabupaten Mamuju termekarkan menjadi Kabupaten 
Mamuju sendiri dan Kabupaten Mamuju Utara. 
 Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi 
memiliki luas wilayah kurang lebih 45.764,53 km2, memiliki 24 kabupaten/kota 
yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk dapat melihat luas wilayah 
terhadap luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
disajikan pada Tabel 4.1. 
 Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan Kabupaten Luwu Utara merupakan 
kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni sekitar 7.502,58 Km2, 
sementara itu kabupaten/ kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare 
dengan luas sekitar 99,33 Km2. Diantara kabupaten/kota tersebut, Kabupaten 
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Toraja Utara merupakan daerah otonom baru di daerah ini, yang merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 
kurang lebih 1.151,47 Km2. 
Tabel 4.1 










1 Kab. Selayar 903,5 
2 Kab. Bulukurnba 1.154,67 
3 Kab. Bantaeng 395,83 
4 Kab. Jeneponto 903,35 
5 Kab. Takalar 566,61 
6 Kab. Gowa 1.883,32 
7 Kab. Sinjai 819,96 
8 Kab. Maros 1.619,12 
9 Kab. Pangkajene 
Kepulauan 
1.112,69 
10 Kab. Barru 1.174,71 
11 Kab. Bone 4.559,00 
12 Kab. Soppeng 1.359,44 
13 Kab. Wajo 2.516,20 
14 Kab. Sidenreng Rappang 1.883,25 
15 Kab. Pinrang 1.961,77 
16 Kab. Enrekang 1.786,01 
17 Kab. Luwu 2.918,65 
18 Kab. Tana Toraja 2.054,30 
19 Kab. Luwu Utara 7.502,58 
20 Kab. Luwu Timur 7.001,61 
21 Kab. Toraja Utara 1.151,47 
22 Kota Makassar 175,77 
23 Kota Pare Pare 99,33 
24 Kota Palopo 247,22 




2. Perkembangan Demografis Daerah Penelitian  
Kondisi demografi Provinsi Sulawesi Selatan ditandai pertumbuhan 
penduduk yang positif dan populasi yang terus bertambah. Dalam lima tahun 
terakhir jumlah penududuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pada Tabel 4.2 ini 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 
2007 tercatat sebanyak 7.700.255,00 Jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah 
penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 8.606.000,00 Jiwa.  
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
 












   Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
 
3. Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan Periode 2007-2016 
 Perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan fluktuatif namun 
terus meningkat dengan pencapaian di atas rata-rata nasional. Sebagaimana dalam 
kurun waktu 2007-2016, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada 
diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, namun dengan laju yang lebih 
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tinggi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan tahun-tahun terakhir 
ini menjadikan perekonomian wilayah ini akan memburu ketertinggalannya. 
Disamping itu, dengan pertumuhan tinggi tersebut, Sulawesi Selatan diharapkan 
mampu mengelola perekonomian wilayah Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur 
Indonesia. 
 Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan, maka salah satu indikator untuk mengukur kemajuan 
perekonomian suatu daerah melalui PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Sulawesi Selatan dapat dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 
yang berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa 
yang berlaku pada tahun dasar. Maksud perhitungan ini adalah untuk mengetahui 
pertumbuhan rill ekonomi yang nilainya telah terbebas dari inflasi maupun deflasi. 
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 
pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai 
keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasil dalam waktu satu tahun di 
wilayah tersebut. Selama periode 2011-2016 nilai PDRB atas dasar harga berlaku 
di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 yang 
memberikan informasi mengenai besaran Produk Domestik Regional Bruto 
Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota dan Kota Makassar 
masih menjadi pemasok terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan, dimanadalam data 
menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sejak tahun 2011 






Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Belaku Menurut 






PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 
Miliar (rp) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kab. Selayar 2.120,00 2.465,00 2.881,00 3.494,00 4.149,00 4.350,00 
2 Kab. Bulukurnba 5.306,00 6.243,00 7.187,00 8.386,00 9.584,00 10.714,00 
3 Kab. Bantaeng 3.247,00 3.825,00 4.350,00 4.964,00 5.605,00 7.987,00 
4 Kab. Jeneponto 4.098,00 4.720,00 5.269,00 6.157,00 7.000,00 8.590,00 
5 Kab. Takalar 3.803,00 4.366,00 5.004,00 5.882,00 6.810,00 8.102,00 
6 Kab. Gowa 8.234,00 9.380,00 10.714,00 12.045,00 13.734,00 13.939,00 
7 Kab. Sinjai 4.323,00 4.927,00 5.601,00 6.485,00 7.511,00 8.517,00 
8 Kab. Maros 8.602,00 10.429,00 11.967,00 13.663,00 15.768,00 15.890,00 
9 Kab. Pangkajene 
Kepulauan 
9.998,00 11.766,00 13.759,00 15.971,00 18.481,00 19.684,00 
10 Kab. Barru 2.915,00 3.364,00 3.833,00 4.434,00 4.918,00 6.574,00 
11 Kab. Bone 12.829,00 14.833,00 16.734,00 19.880,00 23.149,00 24.349,00 
12 Kab. Soppeng 4.282,00 4.762,00 5.401,00 6.174,00 6.828,00 7.100,00 
13 Kab. Wajo 8.945,00 10.167,00 11.629,00 13.656,00 15.096,00 16.863,00 
14 Kab. Sidenreng 
Rappang 
5.255,00 6.108,00 6.936,00 8.048,00 9.284,00 11.220,00 
15 Kab. Pinrang 7.550,00 8.738,00 9.893,00 11.366,00 13.142,00 14.780,00 
16 Kab. Enrekang 3.048,00 3.459,00 4.120,00 4.628,00 5.240,00 7.596,00 
17 Kab. Luwu 5.875,00 6.699,00 7.681,00 9.019,00 10.364,00 12.010,00 
18 Kab. Tana Toraja 2.800,00 3.232,00 3.684,00 4.278,00 4.901,00 7.250,00 
19 Kab. Luwu Utara 4.939,00 5.560,00 6.338,00 7.591,00 8.682,00 10.167,00 
20 Kab. Luwu Timur 13.833,00 15.266,00 16.663,00 20.497,00 21.023,00 23.020,00 
21 Kab. Toraja Utara 2.965,00 3.546,00 4.231,00 5.028,00 5.841,00 6.980,00 
22 Kota Makassar 67.282,00 78.013,00 88.363,00 100.399,00 114.172,00 124.145,00 
23 Kota Pare Pare 3.074,00 3.501,00 3.941,00 4.435,00 5.060,00 7.550,00 
24 Kota Palopo 3.328,00 3.691,00 4.181,00 4.765,00 5.319,00 8.738,00 
Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
 
Terlihat bahwa PDRB yang diterima masing-masing kabupaten/kota semakin 
meningkat setiap tahunnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kota 
Makassar adalah penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 
yang dihitung atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel 4.3 pada tahun 2011 
Kota Makassar jauh mengungguli PDRB Kabupaten/Kota lainnya dan berhasil 
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mendapatkan sebesar Rp 67.282,00 milyar dan semakin meningkat setiap tahunnya 
hingga mencapai Rp 124.145,00 milyar pada tahun 2016. Daerah yang 
mendapatkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku periode 2011-2016 terendah 
adalah Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya berhasil mendapatkan sebesar Rp 
2.120,00 milyar tahun 2009 dan Rp 4.350,00 milyar pada tahun 2016. Namun 
demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan peningkatan dengan 
positif setiap tahunnya. 
 Secara agregat, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan 
dari tahun 2011 hingga tahun 2016 tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten 
selama kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 
pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan telah 
mengolah sumber daya dan seluruh potensi yang dimiliki dengan efisien. Hal ini 
juga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para 
pemerintah daerah masing-masing Kabupate/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Selain Produk Domestik Regional Bruto, adapula indikator lain yang dapat 
digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah 
yaitu nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional, PDRB perkapita merupakan hasil 
bagi antara nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun. PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan 
dari total PDRB dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara 
riil. 
Perkembangan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat 





PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota 






PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 2010 
(Rp Ribu) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kab. Selayar 17.081,00 19.625,00 22.645,00 27.141,00 31.869,00 33.700,00 
2 Kab. Bulukurnba 13.299,00 15.534,00 17.751,00 20.565,00 23.349,00 30.230,00 
3 Kab. Bantaeng 18.181,00 21.276,00 24.034,00 27.233,00 30.564,00 34.500,00 
4 Kab. Jeneponto 11.835,00 13.538,00 15.008,00 17.428,00 19.685,00 22.300,00 
5 Kab. Takalar 13.883,00 15.749,00 17.835,00 20.730,00 23.736,00 28.920,00 
6 Kab. Gowa 12.311,00 13.742,00 15.391,00 16.979,00 19.004,00 25.980,00 
7 Kab. Sinjai 18.679,00 21.126,00 23.848,00 27.420,00 31.546,00 35.120,00 
8 Kab. Maros 26.542,00 31.795,00 36.067,00 40.711,00 46.471,00 49.800,00 
9 Kab. Pangkajene 
Kepulauan 
32.220,00 37.505,00 43.389,00 49.863,00 57.113,00 60.950,00 
10 Kab. Barru 17.402,00 19.974,00 22.642,00 26.034,00 28.726,00 35.700,00 
11 Kab. Bone 17.697,00 20.333,00 22.795,00 26.919,00 31.160,00 38.890,00 
12 Kab. Soppeng 19.046,00 21.147,00 23.951,00 27.355,00 30.199,00 35.700,00 
13 Kab. Wajo 23.065,00 26.116,00 29.772,00 34.839,00 38.390,00 43.120,00 
14 Kab. Sidenreng 
Rappang 
19.016,00 21.830,00 24.482,00 28.080,00 32.038,00 40.135,00 
15 Kab. Pinrang 21.248,00 24.387,00 27.381,00 31.217,00 35.831,00 43.120,00 
16 Kab. Enrekang 15.805,00 17.773,00 20.976,00 23.351,00 26.198,00 33.197,00 
17 Kab. Luwu 17.433,00 19.673,00 22.342,00 25.984,00 29.592,00 36.900,00 
18 Kab. Tana Toraja 12.542,00 14.378,00 16.284,00 18.795,00 21.405,00 28.780,00 
19 Kab. Luwu Utara 16.948,00 18.887,00 21.318,00 25.304,00 28.682,00 34.900,00 
20 Kab. Luwu Timur 55.281,00 59.472,00 63.353,00 76.083,00 76.282,00 80.210,00 
21 Kab. Toraja Utara 13.534,00 16.063,00 19.024,00 22.448,00 25.900,00 30.401,00 
22 Kota Makassar 49.292,00 56.245,00 62.755,00 70.246,00 78.772,00 83.540,00 
23 Kota Pare Pare 23.374,00 26.249,00 29.148,00 32.393,00 36.478,00 40.230,00 
24 Kota Palopo 21.815,00 23.569,00 26.000,00 28.898,00 31.491,00 37.782.00 
Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
Pada tabel diatas menggambarkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2016 (Ribu 
Rupiah)pendapatan perkapita yang di Kota Makassar juga tinggi. PDRB perkapita 
tertinggi sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 adalah Kabupaten Luwu 
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Timur.Kondisi demografis Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas lahan 
terluas kedua di Sulawesi Selatan, semakin memberikan kesempatan terhadap 
Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan nilai pendapatan perkapita yang sangat 
tinggi. Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang menduduki posisi terendah untuk 
pendapatan perkapita sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 walaupun setiap 
tahunnya terus menunjukkan progresif yang cukup baik. Dengan adanya data 
PDRB perkapita ini, setidaknya sudah ada gambaran bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan ekonomi pada masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
selama kurun waktu 2011-2016. 
 Hal yang berbeda dengan Kota Makassar, walaupun PDRB yang dicapai 
cukup tinggi setiap tahunnya, namun kepadatan penduduk di Kota Makassar 
merupakan yang terpadat di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itulah yang membuat 
nilai PDRB perkapita di Kota Makassar lebih rendah dari Kabupaten Luwu Timur 
B. Deskripsi Variabel Penelitian 
1. Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 
Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
 Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang 
menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh 
kegiatanpembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna 
memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat 
kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat serta meningkatkan 
pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan manusia. Pada penjelasan 
sebelumnya dalam tabel 1.1, menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 
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2016 secara umum terjadi kenaikan angka IPM setiap kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun terakhir. Rata-rata pencapaian IPM 
kabupaten/kota selama tahun 2007 hingga tahun 2016 adalah 77,6. Dari Tabel 1.1 
sebelumnya tersebut dapat diketahui bahwa tiga besar daerah yang memiliki indeks 
pembangunan tertinggi diatas indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi 
Selatan pada tahun 2016 yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. 
Sedangkan tiga besar daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia terendah 
di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 yaitu Kabupaten 
Jeneponto, Bone dan Takalar. 
 Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan tinggi 
(IPM ≥ 80), kategori menengah atas (66≤IPM<80), kategori menengah bawah 
(50≤IPM<66), dan kategori rendah (IPM<50). Berdasarkan kriteria tersebut maka 
daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 merupakan daerah 
dengan IPM kategori menengah tinggi. Daerah dengan pencapaian angka IPM 
terendah di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007 hingga tahun 2016 adalah 
Kabupaten Jeneponto dengan rata-rata IPM sebesar 65,30 hal ini disebabkan oleh 
angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang terendah 
dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Daerah dengan capaian angka IPM tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan 
selama tahun 2007 hingga tahun 2016 adalah Kota Makassar. Kota Makassar 
merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sehingga sarana dan prasana pada 
bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi cukup memadai. Angka harapan hidup, 
angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli kota 
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merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga 2016. 
2. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama 
(RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
 Hanya negara yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) berkualitas 
yang akan mampu bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi seperti saat 
ini. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting pembangunan dan 
perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan juga berperan penting 
dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya 
dan akan semakin mampu menghadapi persaingan di era globalisasi. Angka melek 
huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah merupakan penunjang indeks pendidikan 
dan bagian dari komponen pembangunan manusia. 
 Data pada Tabel 4.5 berikut menunjukkan data angka melek huruf 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 sampai pada tahun 
2016. Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata angka melek huruf (AMH) 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan semakin meningkat, yakni sebesar 
89,69 persen. Kota Makassar, Palopo dan Pare-pare merupakan daerah di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang yang memiliki angka melek huruf tinggi dengan pencapaian 
dari tahun 2007 hingga 2016 sebesar 97,83, 97,45 dan 97,36 persen. Sedangkan 
Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang memiliki angka melek huruf 
terendah dengan nilai rata-rata dari tahun 2007 hingga 2016 sebesar 78,92 persen 
hal ini berarti masih ada daerah yang tertinggal di Provinsi sulawesi selatan dan ini 




Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
 
No. Kabupaten/Kota 
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan (persen) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kab. Selayar 85,29 86,05 86,05 88,99 88,99 89,23 89,23 90,86 90,88 91,76 
2 Kab. Bulukurnba 84,74 85,20 85,20 85,20 85,20 85,35 85,35 85,45 86,26 88,23 
3 Kab. Bantaeng 69,10 69,41 76,58 76,58 76,58 77,51 78,98 79,03 80,10 81,40 
4 Kab. Jeneponto 67,84 68,18 75,74 75,74 76,48 77,20 77,27 77,31 77,42 78,92 
5 Kab. Takalar 72,87 73,25 80,09 80,09 80,09 80,75 81,80 81,85 83,10 84,69 
6 Kab. Gowa 77,33 78,00 78,00 79,78 79,78 80,27 81,92 82,32 82,50 83,11 
7 Kab. Sinjai 85,51 86,20 86,44 86,44 86,44 86,45 86,45 86,59 86,71 88,44 
8 Kab. Maros 81,87 82,60 82,60 82,60 82,89 82,90 82,97 83,10 83,98 85,52 
9 
Kab. Pangkajene 
Kepulauan 83,98 84,54 84,54 85,60 85,89 86,86 87,55 87,59 88,82 90,21 
10 Kab. Barru 84,61 85,17 87,66 87,66 87,66 88,48 89,23 89,25 89,31 89,55 
11 Kab. Bone 80,73 81,30 84,78 84,78 84,78 84,85 84,86 86,41 87,88 89,04 
12 Kab. Soppeng 82,28 83,11 83,56 84,59 84,59 85,08 86,67 86,71 86,99 88,74 
13 Kab. Wajo 80,14 80,11 80,11 81,68 81,97 82,69 83,53 84,97 84,99 85,62 
14 
Kab. Sidenreng 
Rappang 85,91 86,60 86,60 89,52 89,52 89,57 89,63 89,77 89,90 90,25 
15 Kab. Pinrang 88,36 89,10 89,10 89,10 89,10 89,74 89,90 91,48 91,63 91,99 
16 Kab. Enrekang 83,45 84,16 85,27 89,76 89,76 90,44 90,44 90,49 91,26 91,35 
17 Kab. Luwu 91,10 91,47 91,47 91,47 91,47 91,48 91,48 91,63 91,70 91,82 
18 Kab. Tana Toraja 83,57 83,80 83,80 83,80 84,96 85,45 86,28 87,76 88,94 90,14 
19 Kab. Luwu Utara 90,51 90,50 91,13 92,03 92,03 92,05 92,36 92,86 92,99 93,11 
20 
Kab. Luwu 
Timur 90,10 90,10 92,08 93,13 93,13 93,24 93,24 93,28 93,43 93,87 
21 
Kab. Toraja 
Utara 78,50 79,20 79,70 81,10 82,26 83,03 83,80 83,83 85,85 87,38 
22 Kota Makassar 95,66 96,25 96,25 96,62 96,62 96,68 96,79 96,82 96,88 97,83 
23 Kota Pare Pare 92,96 93,46 95,13 96,20 96,49 97,06 97,16 97,17 97,33 97,36 
24 Kota Palopo 96,71 97,30 97,30 97,30 97,30 97,32 97,33 97,34 97,43 97,45 
  Provinsi 84,49 84,60 85,70 86,24 86,53 87,02 87,75 88,07 88,73 89,69 
Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
Selain Angka Melek Huruf (AMH) Indeks pendidikan juga ditunjang oleh angka 
Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama sekolah 
penduduk usia 15 tahun ke atas. Data Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata lama 
sekalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007-2016 terus 




Rata-rata lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2007-2016 
 
 
    Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017. 
 
Kota Makassar merupakan daerah yang memiliki angka rata-rata lama sekolah 
tertinggi selama sepuluh tahun terkahir di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 
rata-rata 10,8 tahun. Sedangkan Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang 
memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah selama sepuluh tahun terakhir di 
Provinsi Sulawesi selatan dengan nilai rata-rata 6,2 tahun. 
 Berdasarkan pada kedua kecenderungan angka melek huruf (AMH) dan 
rata-rata lama sekolah (RLS) seperti telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Kab. Selayar 6,62 6,62 6,75 6,95 7,07 7,26 7,26 7,10 7,16 7,39
2 Kab. Bulukurnba 6,45 6,45 6,69 6,97 7,11 7,11 7,17 6,66 6,68 7,17
3 Kab. Bantaeng 5,80 5,80 5,87 5,97 6,10 6,46 6,48 6,16 6,16 6,21
4 Kab. Jeneponto 5,86 5,86 5,88 6,20 6,23 6,23 6,27 5,63 5,64 6,62
5 Kab. Takalar 6,21 6,21 6,23 6,42 6,46 6,99 7,02 6,57 6,57 7,07
6 Kab. Gowa 6,36 6,36 6,57 6,83 7,23 7,24 7,37 6,99 7,24 7,39
7 Kab. Sinjai 6,62 6,62 6,71 6,74 7,07 7,08 7,10 7,03 7,05 7,20
8 Kab. Maros 6,47 6,47 6,50 6,62 6,90 7,08 7,27 7,17 7,19 7,37
9
Kab. Pangkajene 
Kepulauan 6,52 6,52 6,61 6,73 6,94 7,07 7,22 7,31 7,32 7,62
10 Kab. Barru 7,17 7,17 7,39 7,61 7,62 7,87 7,89 7,28 7,60 7,77
11 Kab. Bone 6,21 6,21 6,38 6,70 6,72 6,72 6,73 6,11 6,55 6,85
12 Kab. Soppeng 6,85 6,85 6,98 7,25 7,28 7,29 7,37 7,04 7,05 7,62
13 Kab. Wajo 5,80 5,80 6,06 6,22 6,51 6,60 6,98 6,36 6,37 6,85
14
Kab. Sidenreng 
Rappang 7,20 7,20 7,24 7,25 7,27 7,48 7,77 7,30 7,32 7,89
15 Kab. Pinrang 6,88 6,88 7,22 7,61 7,62 7,89 7,89 7,45 7,47 7,83
16 Kab. Enrekang 8,14 8,14 8,25 8,30 8,32 8,34 8,39 7,98 8,05 8,18
17 Kab. Luwu 7,70 7,70 7,71 7,74 7,80 7,81 7,94 7,60 7,74 7,84
18 Kab. Tana Toraja 7,43 7,43 7,46 7,70 7,74 7,83 8,26 7,81 7,91 8,14
19 Kab. Luwu Utara 7,00 7,00 7,04 7,46 7,49 7,49 7,51 7,19 7,38 7,61
20 Kab. Luwu Timur 7,47 7,47 7,75 8,17 8,18 8,19 8,21 7,80 7,87 8,14
21 Kab. Toraja Utara 6,80 7,02 7,03 7,22 7,67 7,86 7,88 7,70 7,71 7,89
22 Kota Makassar 10,50 10,50 10,60 10,82 10,85 10,86 10,90 10,64 10,77 10,85
23 Kota Pare Pare 9,45 9,45 9,63 9,63 9,76 9,88 9,91 9,95 10,01 10,15
24 Kota Palopo 9,66 9,66 9,73 10,03 10,04 10,16 10,19 9,96 10,25 10,30
No. Kabupaten/Kota




bahwa wilayah perkotaan relatif memiliki angka yang lebih tinggi dalam 
pencapaian indeks pendidikan, baik untuk Angka Melek Huruf (AMH) maupun 
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang 
cenderung merupakan daerah pedesaan atau daerah pemekaran. Hal ini diduga 
terkait dengan kesadaran masyarakat kota yang lebih tinggi terhadap pendidikan 
dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan, selain itu sarana dan prasarana 
pendidikan di daerah perkotaan atau daerah otonom lama relatif lebih baik jika 
dibandingkan dengan daerah pemekaran baru. 
3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
Angka harapan hidup merupakan tolak ukur indikator kesehatan. Faktor 
kesehatan merupakan indikator penting penunjang pembangunan manusia karena 
bila daya tahan tubuh baik maka akan meningkatkan produktivitas. Data pada Tabel 
4.7 menunjukkan bahwa dari tahun 2007-2016 Angka Harapan Hidup (AHH) 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan hal ini 
menunjukkan terjadi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat dikarenakan banyak 
program kesehatan pemerintah yang dijalankan dan terus ditingkat dari tahun ke 
tahun seperti meningkatkan jumlah tenaga medis, pembangunan prasarana 
kesehatan sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Kesehatan menjadi hal yang 
utama karena dengan kesehatan yang baik maka taraf hidup yang berkualitas akan 
dapat ditiingkat. 
Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan Angka 





Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 
 
No. Kabupaten/Kota 
Angka Harapan Hidup 
(Tahun) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kab. Selayar 67,20 67,33 67,47 67,61 67,74 67,88 68,02 68,08 67,50 67,70 
2 Kab. Bulukurnba 70,70 71,02 71,32 71,62 71,94 72,13 72,32 72,62 66,43 66,73 
3 Kab. Bantaeng 71,70 72,38 72,65 73,12 73,60 73,96 74,32 74,59 69,68 69,77 
4 Kab. Jeneponto 64,40 64,55 64,70 64,85 65,00 65,15 65,31 65,40 65,39 65,49 
5 Kab. Takalar 67,70 68,38 68,67 69,17 69,52 69,89 70,27 70,30 65,90 66,20 
6 Kab. Gowa 70,90 71,07 71,25 71,43 71,61 71,78 71,96 72,04 69,78 69,88 
7 Kab. Sinjai 70,50 71,07 71,24 71,61 71,99 72,24 72,50 72,83 66,36 66,46 




68,10 68,27 68,44 68,62 68,79 68,96 69,14 69,16 65,37 65,67 
10 Kab. Barru 67,60 67,92 68,22 68,54 68,85 69,05 69,24 69,52 67,73 68,03 
11 Kab. Bone 68,20 68,59 68,96 69,35 69,73 70,00 70,26 70,56 65,81 66,01 
12 Kab. Soppeng 71,20 71,30 71,42 71,52 71,63 71,74 71,85 71,93 68,42 68,52 




70,80 71,42 71,65 72,07 72,50 72,81 73,12 73,38 68,07 68,57 
15 Kab. Pinrang 70,70 71,23 71,38 71,72 72,06 72,28 72,50 72,81 68,03 68,43 
16 Kab. Enrekang 73,70 74,25 74,34 74,66 74,99 75,19 75,39 75,66 70,21 70,31 
17 Kab. Luwu 71,90 72,55 72,80 73,25 73,70 74,04 74,14 74,68 69,14 69,44 
18 Kab. Tana Toraja 74,00 74,06 74,09 74,13 74,17 74,22 74,26 74,28 72,11 72,41 
19 Kab. Luwu Utara 70,70 70,91 71,13 71,34 71,56 71,68 71,81 72,03 67,00 67,40 
20 Kab. Luwu Timur 70,50 70,61 70,72 70,84 70,95 71,06 71,29 71,29 69,44 69,64 
21 Kab. Toraja Utara 0,00 0,00 73,45 73,49 73,54 73,58 73,62 73,66 72,50 72,80 
22 Kota Makassar 72,20 72,75 72,89 73,24 73,59 73,82 74,05 74,38 71,38 71,47 
23 Kota Pare Pare 72,90 73,56 73,58 73,92 74,27 74,49 74,71 75,04 70,39 70,59 
24 Kota Palopo 71,60 72,02 72,03 72,25 72,47 72,59 72,72 72,93 70,12 70,20 
  Provinsi 69,20 69,40 69,60 69,80 70,00 70,20 70,45 70,60 69,70 69,80 
Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
 
Secara keseluruhan, dari tahun 2007 hingga tahun 2016 angka harapan hidup 
tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Toraja Utara kemudian Tana Toraja 
dan Kota Makassar. Sedangkan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar dan 
Kabupaten Pangkep, berturut-turut merupakan daerah dengan angka harapan hidup 
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terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan.Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan 
suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh 
sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut (BPS, 2017). 
 
C. Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi 
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2016 
Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan tiga 
dari sebelas jenis belanja pemerintah menurut fungsi. Ketiga belanja pemerintah 
menurut fungsi tersebut diperioritaskan pada pembangunan di Provinsi Sulawesi 
Selatan atas dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat. 
Diprioritaskannya belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi 
Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan solusi atas 
ketertinggalan Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan provinsi lain di 
Indonesia. 
1. Perkembangan Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2007-2016 
Pemerintah Sulawesi Selatan telah menempatkan sektor pendidikan sebagai 
prioritas utama pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah 
(RPJMPD) Sulawesi Selatan tahun 2007-2016, sektor pendidikan bersama dengan 
sektor kesehatan menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan 
daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah 
benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Sulawesi Selatan sejak tahun 
2008 telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh 
kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu juga telah dikembangkan berbagai 
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kebijakan lainnya seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi 
pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Data 
pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa belanja bidang pendidikan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuatif, meskipun relatif fluktuatif 
namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. 
Tabel 4.8 
Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2007-2016 (dalam jutaan rupiah) 
 
    Belanja di Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
No Kabupaten/Kota (jutaan rupiah) 
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kep. Selayar 67,200 68,300 69,522 75,854 126,703 135,390 142,622 169,787 190,550 230,700 
2 Bulukumba 270,300 272,100 273,224 288,639 344,051 361,920 417,047 420,920 485,676 502,450 
3 Bantaeng 113,200 114,070 116,627 117,643 165,214 155,140 234,332 240,700 270,120 290,300 
4 Jeneponto 165,200 168,330 170,031 222,276 241,568 237,760 310,491 315,676 325,400 355,923 
5 Takalar 150,000 157,000 158,016 186,860 234,293 318,287 303,700 310,800 335,655 340,678 
6 Gowa 280,000 282,434 284,216 276,677 334,777 394,090 467,038 477,860 490,212 505,112 
7 Sinjai 156,300 158,100 160,493 170,991 240,432 281,268 297,450 305,090 316,112 340,890 
8 Maros 152,900 153,800 154,895 160,273 230,469 226,796 364,107 370,232 385,900 405,112 
9 Pangkep 190,400 192,500 194,470 200,657 298,754 337,959 383,775 396,453 408,390 420,889 
10 Barru 150,300 152,900 154,640 165,595 215,420 233,105 272,863 285,090 402,990 430,555 
11 Bone 210,700 225,890 227,402 233,296 271,992 493,643 492,411 505,132 515,230 527,000 
12 Soppeng 115,980 117,798 119,542 113,752 239,316 307,144 325,946 350,454 370,800 390,309 
13 Wajo 164,200 165,434 167,750 143,978 239,787 298,791 308,536 315,700 325,099 340,565 
14 Sidrap 185,790 188,900 190,148 190,776 264,573 286,163 277,378 285,770 305,700 330,788 
15 Pinrang 173,600 174,780 176,061 203,209 250,907 298,655 339,272 350,121 370,100 402,900 
16 Enrekang 115,400 119,675 120,377 146,265 218,096 198,598 217,857 225,898 245,786 270,966 
17 Luwu 174,100 175,545 176,575 175,469 222,132 250,366 305,940 325,676 335,900 360,998 
18 Tana Toraja 70,200 72,400 73,051 94,211 150,799 203,550 190,533 208,900 225,897 240,408 
19 Toraja Utara 93,190 95,450 98,746 96,936 130,456 194,521 202,702 218,770 235,007 270,900 
20 Luwu Utara 160,300 162,878 163,262 146,630 190,744 259,703 252,261 260,390 285,767 302,700 
21 Luwu Timur 175,400 177,300 179,195 122,719 157,952 193,839 208,561 234,298 250,934 280,890 
22 Makassar 490,300 495,565 496,795 510,450 636,654 626,552 698,240 705,090 745,132 770,123 
23 Parepare 116,900 118,900 120,013 131,149 202,741 211,797 237,811 260,100 285,099 295,121 
24 Palopo 113,600 115,898 116,009 119,098 178,921 174,014 211,039 225,434 245,870 260,990 




Tabel diatas menunjukkan Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone 
merupakan tiga daerah dengan rata-rata belanja pada bidang pendidikan tertinggi di 
Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 hingga tahun 2016 masing-masing 
sebesar Rp 770.123.000,00, Rp 527.112.000,00 dan Rp 505.000,000,00 Sedangkan 
Kabupaten Selayar, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara 
merupakan tiga daerah dengan rata-rata alokasi belanja di bidang pendidikan yang 
paling rendah di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 hingga 2016 masing-
masing sebesar Rp 230.700.000,00,Rp 240.408.000,00 dan Rp 270.900.000,00. 
2. Perkembangan Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2007-2016 
 Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus merupakan 
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan 
hidup secara produktif. Sektor kesehatan bersama dengan sektor pendidikan 
merupakan salah satu sektor prioritas utama pembangunan di Provinsi Sulawesi 
Selatan, dan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) tahun 2008-2013, kedua sektor ini menempati agenda pertama dari tujuh 
agenda pembangunan daerah. Untuk menunjang program utama ini oleh 
pemerintah Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 telah mencanangkan suatu program 
kesehatan gratis dengan harapan bahwa dengan program tersebut paling tidak telah 
membawa dampak pada berkurangnya belanja masyarakat untuk kepentingan 
pembayaran kesehatan yang selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama 
masyarakat golongan ekonomi lemah. 
 Berikut ini tabel yang menggambarkan Perkembangan Belanja Bidang 




Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016 (dalam jutaan rupiah) 
 
No Kabupaten/Kota 
Belanja di Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 
(Jutaan Rupiah) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kep. Selayar 29,120  30,989  36,408  34,361  39,261 39,458 56,069 70,505 90,120 105,223 
2 Bulukumba 38,770  40,800  51,973  66,422  72,995 71,751 78,638 89,770 97,344 107,113 
3 Bantaeng 33,330  35,890  45,949  40,352  45,214 51,130 56,203 73,119 80,456 101,900 
4 Jeneponto 28,770  30,134  40,356  46,782  60,952 81,194 93,759 103,912 115,245 130,887 
5 Takalar 34,345  35,455  49,258  57,559  65,407 78,380 95,751 105,455 125,300 137,078 
6 Gowa 55,300  57,440  61,107  70,138  84,741 96,966 107,662 135,123 150,556 165,222 
7 Sinjai 25,780  28,900  37,028  48,373  46,368 50,002 57,896 60,911 75,100 86,543 
8 Maros 69,340  70,112  80,327  53,531  71,610 76,190 111,547 125,990 140,880 160,320 
9 Pangkep 43,900  45,992  53,766  72,431  73,058 86,123 98,389 107,111 126,398 135,880 
10 Barru 33,890  35,564  45,991  44,581  50,036 59,224 62,501 80,550 95,112 104,890 
11 Bone 62,678  65,400  77,489  80,464  84,757 112,052 135,782 150,700 160,223 175,223 
12 Soppeng 35,200  38,800  46,962  44,101  61,348 58,578 89,889 97,223 102,903 115,779 
13 Wajo 43,132  46,766  59,372  53,919  65,152 75,548 114,891 125,334 140,234 165,978 
14 Sidrap 35,770  39,700  45,310  63,592  73,808 80,616 85,134 94,990 102,300 115,007 
15 Pinrang 39,320  40,221  52,336  56,323  62,368 73,451 82,213 98,132 104,000 113,767 
16 Enrekang 55,902  58,112  65,703  47,757  56,781 57,817 77,724 85,200 98,588 104,778 
17 Luwu 31,900  36,400  43,689  41,329  52,841 62,631 73,365 88,121 96,133 102,445 
18 Tana Toraja 31,878  35,119  43,044  50,701  53,164 65,683 77,564 85,112 95,765 99,800 
19 Toraja Utara 19,500  20,100  27,770  22,244  27,883 37,910 42,235 55,223 68,450 76,234 
20 Luwu Utara 63,798  65,880  70,776  72,937  85,493 89,810 98,641 105,800 120,332 125,067 
21 Luwu Timur 95,898  96,700  102,953  63,008  87,203 106,071 110,783 125,232 140,336 150,768 
22 Makassar 96,770  98,509  106,010  109,973  148,443 190,444 209,180 228,091 230,674 240,112 
23 Parepare 54,099  58,890  62,839  65,153  75,846 101,779 100,272 120,114 136,990 140,889 
24 Palopo 35,200  38,778  42,062  65,579  70,478 71,967 75,840 86,444 95,332 101,900 
Sumber: Data BPKD Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
Pada Tabel 4.9 diatas menunjukkan tiga daerah dengan rata-rata belanja bidang 
kesehatan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 hingga tahun 2016 
adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa masing-masing 
sebesar Rp 240.112.000,00 Rp 175.223.000,00 dan Rp 165.222.000,00 Sedangkan 
tiga daerah dengan rata-rata belanja terendah pada bidang kesehatan di Provinsi 
Sulawesi Selatan dari tahun 2007 hingga tahun 2016 adalah Kabupaten Toraja 
58 
 
Utara, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Tana Toraja masing-masing sebesar Rp 
76.234.000,00, Rp 86.543.000,00 dan Rp 99.800.000,00. 
3. Perkembangan Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2007-2016 
 Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian daerah, peranan 
pemerintah dapat dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun 
pemerintah daerah untuk berbagai belanja daerah yang tertuang dalam dokumen 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Instrumen ini penting untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Berikut ini menunjukkan tabel belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada bidang ekonomi dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Data 
menunjukkan bahwa belanja pada bidang ekonomi berfluktuasi tetapi dari tahun 
2007 hingga tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan. 
Berdasarkan data pada Tabel 4.10 dibawah menunjukkan bahwa belanja 
daerah dibidang ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan di 
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dandaerah yang dengan rata-rata 
belanja tertinggi pada bidang ekonomi dari tahun 2007 hingga tahun 2016 adalah 
Kota Makassar, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Gowa masing-masing sebesar 
Rp 118.900.000,00 Rp 114.000.000,00 dan Rp 112.200.000,00 Sedangkan daerah 
dengan rata-rata belanja terendah pada bidang ekonomii pada tahun 2007 hingga 
tahun 2016 adalah Kabupaten Pare-Pare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo 
masing-masing belanja daerah adalah sebesar Rp 70.800.000,00 Rp 75.330.000,00 





Perkembangan Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2007-2016 (dalam jutaan rupiah) 
 
    
Belanja di Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 
No Kabupaten/Kota 
(Jutaan Rupiah) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Kep. Selayar 34,700 35,900 43,362 39,554 42,139 42,341 73,804 80,788 89,006 95,900 
2 Bulukumba 30,700 33,009 42,671 43,311 49,131 54,157 64,695 70,332 75,900 85,900 
3 Bantaeng 35,123 36,122 44,789 47,134 23,948 58,728 71,113 78,009 87,112 97,112 
4 Jeneponto 30,786 32,100 40,163 63,321 70,231 94,167 82,495 90,112 101,800 110,300 
5 Takalar 40,700 42,700 51,186 45,074 55,858 61,794 75,700 85,223 95,200 105,887 
6 Gowa 50,322 55,454 62,749 63,100 59,955 72,463 81,782 95,112 102,465 112,200 
7 Sinjai 35,110 38,599 44,466 40,065 43,113 49,787 63,060 70,444 85,200 90,233 
8 Maros 64,300 65,133 79,006 90,968 50,336 61,369 83,901 90,556 103,800 110,500 
9 Pangkep 37,700 40,223 50,365 38,330 38,948 64,731 82,813 89,800 98,300 107,334 
10 Barru 26,400 27,998 37,043 36,702 39,730 39,005 52,520 60,234 75,989 85,245 
11 Bone 36,122 40,114 53,669 55,169 62,252 55,596 80,166 90,344 101,400 110,333 
12 Soppeng 25,900 28,770 36,972 29,900 42,069 48,967 58,345 65,700 76,889 85,889 
13 Wajo 29,500 30,789 39,597 36,120 42,452 66,415 59,437 65,900 75,100 84,112 
14 Sidrap 26,800 30,113 42,730 55,328 51,153 42,232 43,131 50,221 65,889 75,334 
15 Pinrang 33,298 35,900 47,640 56,371 62,263 70,765 81,600 90,990 102,776 113,990 
16 Enrekang 31,600 35,795 45,260 39,889 47,800 46,635 51,270 65,877 75,339 85,889 
17 Luwu 33,300 36,243 45,853 43,859 53,239 66,576 75,031 81,740 95,132 103,800 
18 Tana Toraja 37,190 40,300 51,482 54,979 62,045 67,372 71,840 83,900 94,700 105,880 
19 Toraja Utara 23,890 25,900 32,990 44,845 50,484 60,313 74,772 82,887 95,670 105,890 
20 Luwu Utara 35,200 38,113 46,476 54,460 59,491 78,140 81,281 90,112 100,39 110,300 
21 Luwu Timur 65,766 69,701 72,412 51,640 83,939 90,453 85,683 88,799 98,112 105,700 
22 Makassar 40,300 47,344 54,978 50,675 70,650 78,540 98,848 102 110,33 118,900 
23 Parepare 20,450 25,900 29,144 29,890 30,827 43,685 41,583 50,760 65,99 70,800 
24 Palopo 25,900 27,900 31,565 31,100 38,721 46,231 58,634 65,100 75,900 85,900 
Sumber: Data BPKD Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017. 
D. Analisis Hasil 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 
ekonometrika dan menggunakan metode kuantitatif mengunakan pemodelan 
regresi linear berganda hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan 
hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variable dependen.  
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Dengan menggunakan data panel selama periode tahun 2007-2016 dengan metode 
Ordinary Least Squares (OLS) dan Metode Efek Tetap (fixed effect).  
Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 5.0 
yang membantu dalam pengujian pengujian hipotesis secara parsial maupun 
bersama-sama. 
1. Hasil Uji Asumsi Klasik 
a.  Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 
dengan menggunakan metode analisis grafik. Model regresi yang baik adalah 
memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi 
apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan 
membandingkan nilai Jarque Bera (JB) dengan nilai X2 tabel dengan ketentuan 
jika nilai JB> X2 tabel maka residualnya berdistribusi tidak normal sebaliknya 
jika nilai JB< X2 tabel maka residualnya berdistribusi normal. Berikut ini 
merupakan gambar hasil pengujian Normality Test menggunakan E-views 5.0 
Gambar 4.1 
Hasil pengujian Normality Test 
 












Mean       1.43e-14
Median   14.04674
Maximum  5534.630
Minimum -2161.709
Std. Dev.   428.1742
Skewness   8.286784





Analisis hasil output diatas menggambarkan  nilai JB sebesar 141634.4. Nilai 
ini menunjukkan nilai JB < X2 tabel atau 14163.4 < 2.706025 maka dapat 
disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. 
b.  Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas (multicollinearity) adalah suatu kondisi dimana terdapat 
hubungan linear antar variabel independen. Uji ini bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable 
independen. Berikut ini hasil estimasi dari setiap variabel independen untuk 
menguji multikolinearitas. 
                                         Tabel 4.11 
         Uji Multikolinearitas antar variabel independen 
 
Variabel Nilai R2 
X1terhadap X2, X3, X4 0.95 
X2terhadap X1, X3, X4 0.92 
X3terhadap X1, X2, X4 0.74 
X4terhadap X1, X2, X3 0.013 
                   Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 5.0 (diolah) 
Analisis hasil output dari setiap diperoleh hasil R2 masing-masing persamaan 





R214  sehingga hasil kesimpulan bahwa dalam model tidak ditemukan adanya 
multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain.Pengujian untuk melihat ada atau tidaknya Heteroskedisitas dapat 
dilakukan dengan melihat scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat 
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(ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika titik-titik pada scatter plot tersebut 
membentukpola tertentu yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian 
menyempit) maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
Gambar 4.2 




         Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 5.0 (diolah) 
Berdasarkan scatter plot pada diatas (Uji Heterokedastisitas) terlihat bahwa 
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 
0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak 
terjadi heterokedastisitas. 
d.  Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-
anggota dari serangkaian observasi yang dilakukan. Adapun uji yang dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah 
uji Durbin Watson (D-W stat) dengan ketentuan: 
• 1,70< DW< 2,30 maka tidak ada autokorelasi. 
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• 0,51< DW< 1,70 atau 2,31 < DW < 3,49 maka tidak dapat disimpulkan. 
• DW < 0,51 atau DW > 3,49 maka terjadi autokorelasi. 
Berdasarkan hasil perhitungan E-views untuk Uji Autokorelasi (lampiran 1) 
dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 2.833068, maka hal 
ini berarti tidak dapat disimpulkan terjadi autokorelasi pada model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
2. Hasil Uji Hipotesis 
a.  Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
berhubungan dengan variabel dependen. 
Dari hasil regresi (lampiran 1) pengaruh variabel belanja sektor pendidikan 
(X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja sektor ekonomi (X3), pertumbuhan 
ekonomi (X4) terhadap IPM (Y) diperoleh dengan nilai sebesar R
2 0.648.  
Berdasarkan (lampiran 1) berarti variasi variabel belanja sektor pendidikan 
(X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja sektor ekonomi (X3), pertumbuhan 
ekonomi (X4) terhadap IPM (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
periode 2007-2016 sebesar 64%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain 




b. Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F) 
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut: 
• Ho diterima (F-statistik < F-tabel) artinya variabel independen secara 
bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 
• Ha diterima (F-statistik > F-tabel) artinya variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 
Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan hasil uji signifikansi F pada 
model estimasi penelitian: 
Tabel 4.12 
Uji Signifikansi F (α = 0,05) 
untuk Pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y 
 
F-statistik F-Tabel Kesimpulan 
2.408295 2.40 Signifikan 
Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 5.0 (diolah) 
 
Pengaruh belanja sektor pendidikan (X1), belanja sektor kesehatan (X2), belanja 
sektor ekonomi (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap IPM (Y) di 
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2007-2016 taraf keyakinan 
95% (α=0,05) degree of freedom (df1 = k-1 = 5-1 = 4) dan degree of freedom 
(df2 = n-k = 240-5 = 235) diperoleh F-Tabel sebesar 2,40. Dari hasil regresi 
(lampiran 1) diperoleh F-statistik sebesar 14.18060 maka F-statistik > F-tabel 
(2.408295> 2.40). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang 




c. Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t) 
Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh 
variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter 
yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara 
signifikan.Pengaruh belanja sektor pendidikan (X1), belanja sektor kesehatan 
(X2), belanja sektor ekonomi (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap IPM 
(Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2007-2016 dengan 
menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (df = n-k 
= 240-5 = 235), maka diperoleh t-tabel sebesar 1,645. 
Tabel 4.13 
Uji Signifikansi t (α = 0,05) 
untuk Pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y 
 
Analisis  t-statistik t-Tabel Kesimpulan 
X1 1.801209 1.645 Positif dan Signifikan 
X2 1.903283 1.645 Positif dan Signifikan 
X3 0.294463 1.645 Positif dan Tidak 
Signifikan 
X4 0.037931 1.645 Positif dan Tidak 
Signifikan 




 Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh belanja 
pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap indeks pembangunan manusia dengan mengaitkan terhadap teori-teori 
ekonomi yang melandasi dan penelitian terkait sebelumnya. 
1. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap IPM 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pendidikan tahun 2007-2016 
berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap IPM di Provinsi Sulawesi 
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Selatan dan jika terjadi peningkatan belanja pendidikan sebesar 1 persen akan 
meningkatkan nilai IPM sebesar 0.0006 persen.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa belanja pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terlihat 
cenderung mengalami peningkatan dan dari data menunjukkan bahwa belanja 
pemerintah di bidang pendidikan merupakan belanja tertinggi. 
Hasil ini juga sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Sanggelorang yang 
menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan 
berpengaruh signifikan terhadap IPM karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
mengalokasikan dana yang besar setiap tahunnya di sektor pendidikan, sehingga 
IPM di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan (Sanggelorang, 
2015:4) 
Sesuai dengan teori pengeluaran  Adolf Wagner yang menyatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat 
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM.  
Belanja pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan 
kesempatan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai 
pembangunan daerah khusus dibidang pendidikan yang mampu meningkatkan 
IPM.Secara teoritis belanja pendidikan diberikan kepada daerah dalam rangka 
membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah dibidang pendidikan.Dengan 
besarnya jumlah belanja pendidikan melalui adanya berbagai program bantuan dari 
pemerintah sebagian besar penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dapat 
mengenyam pendidikan formal. Dilihat pada angka melek huruf yang tertinggi 
dalah Kota Makassar dengan pencapaian IPM dari tahun 2007 hingga 2016 sebesar 
97.83 walaupun angka melek huruf yang rendah masih ada didaerah Kabupaten 
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Jeneponto, Bantaeng dan Gowa dengan  nilai pencapaian dari tahun 2007 hingga 
2016 sebesar 78.92, 81.40 dan 83.11 hal ini menunjukkan  bahwa Sulawesi Selatan 
menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan ditingkat kabupaten.  
Selain itu, belanja pendidikan merupakan belanja yang memiliki jumlah 
tertinggi dibandingkan dengan belanja kesehatan dan belanja ekonomi namun 
terlihat pada IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang masih berada dibawah indeks 
pembangunan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan seluruh 
daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berlomba-lomba 
untukmeningkatkan efektifitas sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah 
untuk mensejahterahkan rakyatnya dan agar perkembangan dan pertumbuhan 
daerahnya tidak tertinggal jauh oleh daerah lain. Kemudian mengupayakan 
berbagai program dibidang pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas  
2. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap IPM 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh 
signifikan dan arahnya positifterhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan.Maksud 
dari pengaruh positif ini adalah mengindikasikan ada hubungan positif antara 
belanja kesehatan dengan IPM. Jika belanja kesehatan meningkat maka IPMakan 
ikut meningkat pula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan 
belanja kesehatan sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0.005 
persen.  
Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusaeman 
menunjukkan bahwa variabel pengeluran pemerintah sektor kesehatan tidak 
signifikan dalam  menjelaskan dan mempengaruhi IPM di Kabupaten Soppeng ini 
dikarenakan masih rendahnya pengeluaran pemeritah di Kabupaten Soppeng untuk 
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sektor kesehatan dari  data  tahun  2003-2012  terlihat peningkatan realisasi dari 
tahun ke tahun masih relatif rendah daripada pengeluaran di sektor pendidikan 
(Jusaeman, 2014:5). 
Sedangkan hasil yang sejalan dengan penelitian yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Paddu, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor 
kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa 
Timur tahun 2006-2013. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur 
selama tahun 2006-2013 ditentukan oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, 
hal ini dikarenakan setiap kali pemerintah melakukan peningkatan pengeluarannya 
khususnya pada sektor kesehatan maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Jawa 
Timur (Paddu, 2014:5). 
Secara teori, hasil ini didukung oleh teori yang terkait dengan pengeluaran 
Wagner. Teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan 
kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat yang sehingga 
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM hal ini 
menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan 
realisasi di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik. 
Beberapa perbaikan telah tercapai dalam beberapa tahun terakhir walaupun kondisi 
lingkungan belum sepenuhnya sehat. 
Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, sejauh ini 80 persen  
kelahiran  telah ditolong  oleh  Dokter  dan  Bidan. Peningkatan setiap tahunnya 
menjadikan bukti bahwa akses fasilitas kesehatan semakin terjangkau. Namun, 
akses tersebut masih terasa sulit bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 
Semakin rendah pendapatan seseorang nampaknya akan semakin rendah pula  akses  
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persalinan  medis  bagi mereka. Inilah salah satu tantangan yang perlu dikaji oleh 
pemerintah. Setiap tahunnya program kesehatan gratis selalu digalakkan oleh 
pemerintah Sulawesi Selatan. Anggaran pun yang digulirkan pemerintah setempat 
terus  meningkat, terjangkaunya pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakatnya 
(BPS, 2015). 
3. Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap IPM 
 Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja ekonomi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap IPM. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang menyatakan jika 
pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi meningkat maka akan meningkatkan 
IPM. Hal Ini memperkuat anggapan bahwa belanja ekonomi belum memberikan 
kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan perbaikan 
kesejahteraan masyarakat. 
Disamping itu, pengeluaran atau belanja ekonomi cenderung mendorong 
kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik. Namun, masih sulit untuk 
membuktikan dampak positif terhadap kesejahteraan (IPM) karena hampir seluruh 
bidang cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan terlihat dalam 
jangka panjang. Hal ini dikarenakan proporsi belanja ekonomi lebih banyak 
diberikan kepada belanja barang dan jasa dibandingkan proporsi belanja terhadap 
kegiatan yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan IPM.  
Menurut Winarti (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa selama 
periode 2011 hingga 2013, tren kemiskinan menunjukkan penurunan dari 12,36 
persen pada tahun 2011 menjadi 11,47 persen pada tahun 2013. Meskipun terjadi 
peningkatan namun, penurunan kemiskinan cenderung bergerak lambat dan masih 
jauh dari target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan hingga 8 persen di tahun 
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2014. Karakteristik penduduk miskin umumnya tinggal di perdesaan dan bekerja di 
sektor pertanian lebih dari 68 persen rumah tangga miskin di perdesaan 
menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.Pada periode 2011 hingga 2013, 
jumlah pengangguran telah berkurang. Meskipun secara kuantitas jumlahnya 
berkurang, kondisi tersebut menyembunyikan fakta bahwa pengangguran turun 
lambat. Pada periode 2011 hingga 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
turun dari 6,56 persen menjadi 6,14 peren. Hal ini mengindikasikan bahwa 
penurunan TPT relatif bagus pada periode ini. Namun, pada periode 2012 hingga 
2013, TPT naik dibanding periode sebelumnya yaitu dari 6,14 persen menjadi 6,25 
persen. Dari total pengangguran pada tahun 2013, hampir 91 persen lebih 
penganggur berpendidikan di bawah SMA atau sederajat. Namun, sangat 
disayangkan bahwa hamper 3 persen penganggur berpendidikan Diploma I/II/III 
dan 5,5 persen berpendidikan Sarjana ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin memperoleh pekerjaan. 
Sebagian belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian 
melalui kegiatan fisik yang hanya berfokus pada daerah perkotaan sehingga tidak 
menyentuh masyarakat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian besar 
tinggal dikampung.Hal isni sejalan dengan teori Model pembangunan tentang 
pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan 
perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi 
yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. 
Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten yang 
cenderung merupakan daerah otonom baru atau daerah pemekaran, sehingga 
pembangunan ekonomi masih berada ditahap awal dan tahap menengah. Maka dari 
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itu, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bersama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Sulawesi Selatan, 
harus bersama-sama mengawal pengimplementasian belanja ekonomi agar tepat 
sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai. 
 Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya 
memfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi memperhatikan juga 
pembangunan di kampung-kampung agar dapat menyentuh masyarakat Sulawesi 
Selatan yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung.dimana akses terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi 
masih sangat minim di kampung-kampung Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang 
menyatakan jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan IPM. 
Hal ini memperkuat anggapan pertumbuhan ekonomi belum memberikan 
kontribusi yang meyakinkan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat 
belum dapat mendorong kenaikan IPM sebab variabel pertumbuhan ekonomi lebih 
banyak menjelaskan pendapatan nasional sedangkan IPM menjelaskan angka 
harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup hidup layak .Hal ini 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang tidak 
langsung terhadap IPM. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian Arifin, dimana pertumbuhan ekonomi 
tidak berpengaruh ssignifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-
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2013 artinya, setiap kali terjadi peningkatan perekonomian tidak berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia. Diperkuat dengan teori W.W Rostow 
menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari 
timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi, 
tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat 
dan negara. Schumpeter dalam teorinya menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi 
sangat ditentukan olehkemampuan entrepreneurship (Arifin, 2015:4). 
Namun hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Patta yang 
menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Sulawesi 
Selatan, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai sign = 0,002 < 0,05, karena nilai sign 
kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan (Patta, 2015:4). 
Para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar 
keterbelakangan ekonomi adalah dengan setinggi-tingginya sehingga dapat 
melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan 
perkapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan 
kemakmuran masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk 
miskin. Akibatnya sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan 
pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Akan 
tetapi pembangunan negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel belanja pendidikan (X1) tahun 2007-2016 berpengaruh signifikan dan 
arahnya positif terhadap IPM (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan dan jika terjadi 
peningkatan belanja pendidikan sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai IPM 
sebesar 0.0006 persen. Pengalokasian belanja daerah dibidang pendidikan lebih 
tinggi dibandingkan belanja kesehatan dan ekonomi. 
2. Variabel belanja kesehatan (X2) tahun 2007-2016 berpengaruh signifikan dan 
arahnya positif terhadap IPM (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan dan jika terjadi 
peningkatan belanja kesehatan sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai IPM 
sebesar 0.005 persen. Tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian 
belanjadi sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik dan 
produktivitas penduduk ikut meningkat yang otomatis akan memicu peningkatan 
IPM di Sulawesi Selatan. 
3. Variabel belanja ekonomi (X3) tahun 2007-2016 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap IPM (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan 
pengalokasian belanja daerah di sektor ekonomi yang lebih besar terhadap 
belanja modal barang dan jasa dibanding proporsi belanja tehadap kegiatan yang 
berdampak langsung terhadap peningkatan IPM sehingga menyebabkan 




4. Variabel pertumbuhan ekonomi (X4) tahun 2007-2016 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap IPM (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini memperkuat 
anggapan pertumbuhan ekonomi belum memberikan kontribusi yang 
meyakinkan terhadap IPM. 
5. Rata-rata nilai IPM menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007-
2016, Kabupaten/Kotadi Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori IPM 
menengah tinggi yaitu dengan nilai sebesar 72,35. Daerah perkotaan memiliki 
perkembangan IPM dan komponen penyusun yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan kondisi di daerah kabupaten. IPM tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar sedangkan Kabupaten Jeneponto 
merupakan kabupaten dengan nilai IPM terendah. 
B. Saran 
Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang 
perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Dalam pengalokasian belanja daerah diharapkan pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan memberikan alokasi yang lebih besar 
dibidang pendidikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan Angka Partisipasi 
Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), menurunkan angka putus sekolah, 
serta peningkatan sarana belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan 
IPM. 
2. Dalam pengalokasian belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan alokasi yang lebih 
besar dibidang ekonomi untuk kegiatan yang dapat menurunkan angka 




pemberdayaan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan IPM di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan 
kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta 
memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih 
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Lampiran 1 
Hasil Estimasi menggunakan E-Views 5.0 
































2007 67200,00 29120,00 34700,00 6,50          
67,74  
2008 68300,00 30989,00 35900,00 7,27 68,23 
2009 69522,00 36408,00 43362,00 7,89 68,86 
2010 75854,00 34361,00 39554,00 8,10 69,34 
2011 126703,00 39261,00 42139,00 8,88 70 
2012 135390,00 39458,00 42341,00 7,88 70,49 
2013 142622,00 56069,00 73804,00 8,18 71 
2014 169787,00 70505,00 80788,00 9,01 63,66 
2015 190550,00 90120,00 89006,00 8,81 64,32 






2007 270300,00 38770,00 30700,00 7,60          
69,27  
2008 272100,00 40800,00 33009,00 8,06 69,87 
2009 273224,00 51973,00 42671,00 6,47 70,55 
2010 288639,00 66422,00 43311,00 6,27 71,19 
2011 344051,00 72995,00 49131,00 5,49 71,77 
2012 361920,00 71751,00 54157,00 9,65 73,3 
2013 417047,00 78638,00 64695,00 7,77 73,21 
2014 420920,00 89770,00 70332,00 8,54 65,24 
2015 485676,00 97344,00 75900,00 5,66 65,58 








2007 35123,00 33330,00 35123,00 6,50          
68,33  
2008 36122,00 35890,00 36122,00 6,73 68,87 
2009 44789,00 45949,00 44789,00 7,61 69,4 
2010 47134,00 40352,00 47134,00 7,90 70,1 
2011 23948,00 45214,00 23948,00 8,43 70,66 
2012 58728,00 51130,00 58728,00 9,67 71,51 
2013 71113,00 56203,00 71113,00 9,00 72,22 
2014 78009,00 73119,00 78009,00 8,34 65,77 
2015 87112,00 80456,00 87112,00 6,64 66,2 






2007 165200,00 28770,00 30786,00 4,80          
63,42  
2008 168330,00 30134,00 32100,00 5,78 64,04 
2009 170031,00 40356,00 40163,00 5,38 64,54 




2011 241568,00 60952,00 70231,00 7,32 65,27 
2012 237760,00 81194,00 94167,00 7,55 65,6 
2013 310491,00 93759,00 82495,00 6,64 66,22 
2014 315676,00 103912,00 90112,00 7,94 61,45 
2015 325400,00 115245,00 101800,00 6,53 61,61 








2007 150000,00 34345,00 40700,00 5,72          
66,95  
2008 157000,00 35455,00 42700,00 6,19 67,49 
2009 158016,00 49258,00 51186,00 6,58 68,04 
2010 186860,00 57559,00 45074,00 6,85 68,62 
2011 234293,00 65407,00 55858,00 7,34 69,09 
2012 318287,00 78380,00 61794,00 6,58 70,14 
2013 303700,00 95751,00 75700,00 8,80 70,77 
2014 310800,00 105455,00 85223,00 9,77 63,53 
2015 335655,00 125300,00 95200,00 8,41 64,07 







2007 280000,00 55300,00 50322,00 5,73 68,87 
2008 282434,00 57440,00 55454,00 6,92 69,37 
2009 284216,00 61107,00 62749,00 7,99 70 
2010 276677,00 70138,00 63100,00 6,05 70,67 
2011 334777,00 84741,00 59955,00 7,46 71,29 
2012 394090,00 96966,00 72463,00 8,15 71,6 
2013 467038,00 107662,00 81782,00 9,42 72,12 
2014 477860,00 135123,00 95112,00 7,17 66,12 
2015 490212,00 150556,00 102465,00 6,80 66,87 







2007 156300,00 25780,00 35110,00 7,12 68,24 
2008 158100,00 28900,00 38599,00 7,45 68,74 
2009 160493,00 37028,00 44466,00 7,02 69,21 
2010 170991,00 48373,00 40065,00 6,03 69,53 
2011 240432,00 46368,00 43113,00 7,60 70,16 
2012 281268,00 50002,00 49787,00 7,32 70,64 
2013 297450,00 57896,00 63060,00 7,79 71,45 
2014 305090,00 60911,00 70444,00 6,99 63,83 
2015 316112,00 75100,00 85200,00 7,54 64,48 







2007 152900,00 69340,00 64300,00 5,12 69,22 
2008 153800,00 70112,00 65133,00 5,61 69,85 
2009 154895,00 80327,00 79006,00 6,27 70,55 
2010 160273,00 53531,00 90968,00 7,03 71,12 
2011 230469,00 71610,00 50336,00 11,24 71,74 
2012 226796,00 76190,00 61369,00 11,14 72,54 
2013 364107,00 111547,00 83901,00 6,28 73,48 
2014 370232,00 125990,00 90556,00 4,73 66,65 
2015 385900,00 140880,00 103800,00 8,58 67,13 







2007 190400,00 43900,00 37700,00 6,82 67,73 
2008 192500,00 45992,00 40223,00 7,16 68,3 
2009 194470,00 53766,00 50365,00 5,91 69,07 
2010 200657,00 72431,00 38330,00 6,34 69,43 
2011 298754,00 73058,00 38948,00 9,84 69,89 
2012 337959,00 86123,00 64731,00 8,26 70,65 
2013 383775,00 98389,00 82813,00 9,33 71,26 
2014 396453,00 107111,00 89800,00 10,42 66,16 
2015 408390,00 126398,00 98300,00 7,98 66,65 







2007 150300,00 33890,00 26400,00 5,90 68,97 
2008 152900,00 35564,00 27998,00 6,98 69,54 
2009 154640,00 45991,00 37043,00 5,72 70,3 
2010 165595,00 44581,00 36702,00 6,54 70,86 
2011 215420,00 50036,00 39730,00 8,13 71,19 
2012 233105,00 59224,00 39005,00 8,39 71,7 
2013 272863,00 62501,00 52520,00 7,87 72,16 
2014 285090,00 80550,00 60234,00 7,36 67,94 
2015 402990,00 95112,00 75989,00 6,32 68,64 







2007 210700,00 62678,00 36122,00 7,12 68,34 
2008 225890,00 65400,00 40114,00 7,24 68,96 
2009 227402,00 77489,00 53669,00 7,51 69,63 
2010 233296,00 80464,00 55169,00 7,63 70,17 
2011 271992,00 84757,00 62252,00 6,40 70,77 
2012 493643,00 112052,00 55596,00 8,21 71,47 
2013 492411,00 135782,00 80166,00 6,30 72,08 
2014 505132,00 150700,00 90344,00 9,53 62,09 
2015 515230,00 160223,00 101400,00 8,30 63,11 








2007 115980,00 35200,00 25900,00 7,40 70,26 
2008 117798,00 38800,00 28770,00 7,76 70,76 
2009 119542,00 46962,00 36972,00 6,81 71,26 
2010 113752,00 44101,00 29900,00 4,45 71,89 
2011 239316,00 61348,00 42069,00 7,17 72,23 
2012 307144,00 58578,00 48967,00 6,93 72,57 
2013 325946,00 89889,00 58345,00 7,23 73,31 
2014 350454,00 97223,00 65700,00 6,90 64,74 
2015 370800,00 102903,00 76889,00 5,10 65,33 







2007 164200,00 43132,00 29500,00 6,95 68,04 
2008 165434,00 46766,00 30789,00 7,40 68,72 
2009 167750,00 59372,00 39597,00 69,44 69,44 
2010 143978,00 53919,00 36120,00 5,71 70,22 
2011 239787,00 65152,00 42452,00 10,11 71,04 
2012 298791,00 75548,00 66415,00 6,50 71,67 
2013 308536,00 114891,00 59437,00 6,92 72,55 
2014 315700,00 125334,00 65900,00 9,68 66,49 
2015 325099,00 140234,00 75100,00 7,05 66,9 









2007 185790,00 35770,00 26800,00 7,13 71,18 
2008 188900,00 39700,00 30113,00 8,23 71,74 
2009 190148,00 45310,00 42730,00 6,66 72,06 
2010 190776,00 63592,00 55328,00 4,45 72,37 
2011 264573,00 73808,00 51153,00 9,63 72,74 
2012 286163,00 80616,00 42232,00 8,93 73,36 
2013 277378,00 85134,00 43131,00 6,93 74,05 
2014 285770,00 94990,00 50221,00 7,87 68,14 
2015 305700,00 102300,00 65889,00 7,92 69 







2007 173600,00 39320,00 33298,00 8,40 71,43 
2008 174780,00 40221,00 35900,00 6,73 71,91 
2009 176061,00 52336,00 47640,00 7,65 72,61 
2010 203209,00 56323,00 56371,00 6,22 73,21 
2011 250907,00 62368,00 62263,00 7,71 73,8 
2012 298655,00 73451,00 70765,00 8,51 74,39 
2013 339272,00 82213,00 81600,00 7,27 74,87 
2014 350121,00 98132,00 90990,00 8,11 68,92 
2015 370100,00 104000,00 102776,00 8,24 69,24 






2007 115400,00 55902,00 31600,00 6,12 73,32 
2008 119675,00 58112,00 35795,00 6,49 73,76 
2009 120377,00 65703,00 45260,00 6,52 74,19 
2010 146265,00 47757,00 39889,00 7,99 74,55 
2011 218096,00 56781,00 47800,00 8,08 74,84 
2012 198598,00 57817,00 46635,00 7,3 75,3 
2013 217857,00 77724,00 51270,00 5,84 75,67 
2014 225898,00 85200,00 65877,00 6 69,37 
2015 245786,00 98588,00 75339,00 6,9 70,03 







2007 174100,00 31900,00 33300,00 5,3 72,46 
2008 175545,00 36400,00 36243,00 5,74 72,96 
2009 176575,00 43689,00 45853,00 6,82 73,59 
2010 175469,00 41329,00 43859,00 6,95 73,98 
2011 222132,00 52841,00 53239,00 7,89 74,42 
2012 250366,00 62631,00 66576,00 7 74,68 
2013 305940,00 73365,00 75031,00 7,74 75,33 
2014 325676,00 88121,00 81740,00 8,81 67,34 
2015 335900,00 96133,00 95132,00 7,26 68,11 







2007 70200,00 31878,00 37190,00 6,5 70,18 
2008 72400,00 35119,00 40300,00 7,18 70,81 
2009 73051,00 43044,00 51482,00 5,91 71,39 
2010 94211,00 50701,00 54979,00 6,31 71,84 
2011 150799,00 53164,00 62045,00 7,78 72,29 
2012 203550,00 65683,00 67372,00 8,58 72,9 
2013 190533,00 77564,00 71840,00 7,19 73,76 
2014 208900,00 85112,00 83900,00 6,82 65,08 
2015 225897,00 95765,00 94700,00 6,85 65,75 







2007 93190,00 19500,00 23890,00 7,76 72,55 
2008 95450,00 20100,00 25900,00 9,65 73,15 
2009 98746,00 27770,00 32990,00 6,68 73,65 
2010 96936,00 22244,00 44845,00 5,93 74,32 
2011 130456,00 27883,00 50484,00 8,04 74,69 
2012 194521,00 37910,00 60313,00 6,81 74,97 
2013 202702,00 42235,00 74772,00 7,39 75,36 
2014 218770,00 55223,00 82887,00 8,83 66,9 
2015 235007,00 68450,00 95670,00 6,67 67,44 







2007 160300,00 63798,00 35200,00 2,35 71,67 
2008 162878,00 65880,00 38113,00 2,44 71,73 
2009 163262,00 70776,00 46476,00 4,04 72,29 
2010 146630,00 72937,00 54460,00 5,39 72,79 
2011 190744,00 85493,00 59491,00 4,29 73,11 
2012 259703,00 89810,00 78140,00 5,62 73,56 
2013 252261,00 98641,00 81281,00 6,30 73,96 
2014 260390,00 105800,00 90112,00 8,11 69,75 
2015 285767,00 120332,00 100,39 6,85 70,43 







2007 175400,00 95898,00 65766,00 6,90 68,1 
2008 177300,00 96700,00 69701,00 7,18 68,41 
2009 179195,00 102953,00 72412,00 5,91 68,92 
2010 122719,00 63008,00 51640,00 7,00 69,56 
2011 157952,00 87203,00 83939,00 8,36 70,15 
2012 193839,00 106071,00 90453,00 9,45 71,04 
2013 208561,00 110783,00 85683,00 9,70 71,69 
2014 234298,00 125232,00 88799,00 7,64 66,15 
2015 250934,00 140336,00 98112,00 7,69 66,76 







2007 490300,00 96770,00 40300,00 9,80 77,33 
2008 495565,00 98509,00 47344,00 10,52 77,92 
2009 496795,00 106010,00 54978,00 9,20 78,24 
2010 510450,00 109973,00 50675,00 9,83 78,79 
2011 636654,00 148443,00 70650,00 10,36 79,11 
2012 626552,00 190444,00 78540,00 9,64 79,49 
2013 698240,00 209180,00 98848,00 8,55 80,17 
2014 705090,00 228091,00 101,80 7,40 79,35 
2015 745132,00 230674,00 110,33 7,44 79,94 







2007 116900,00 54099,00 20450,00 6,80 76,47 
2008 118900,00 58890,00 25900,00 7,56 76,97 
2009 120013,00 62839,00 29144,00 8,09 77,45 
2010 131149,00 65153,00 29890,00 8,25 77,78 
2011 202741,00 75846,00 30827,00 8,42 78,19 
2012 211797,00 101779,00 43685,00 8,80 78,63 
2013 237811,00 100272,00 41583,00 7,95 79,02 
2014 260100,00 120114,00 50760,00 6,33 75,66 
2015 285099,00 136990,00 65990,00 6,28 76,31 







2007 113600,00 35200,00 25900,00 6,80 75,37 
2008 115898,00 38778,00 27900,00 7,44 75,8 
2009 116009,00 42062,00 31565,00 7,86 76,11 
2010 119098,00 65579,00 31100,00 7,29 76,55 
2011 178921,00 70478,00 38721,00 7,90 76,85 
2012 174014,00 71967,00 46231,00 7,00 77,28 
2013 211039,00 75840,00 58634,00 8,02 77,7 
2014 225434,00 86444,00 65100,00 7,06 75,65 
2015 245870,00 95332,00 75900,00 6,48 76,27 
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